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ABSTRAK
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NIM : 190102073

Fakultas/Prodi : Syari’ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari’ah
Judul :Analisis Fatwa DSN-MUI Terhadap Denda

Keterlambatan Pada Nasabah BSI Hasanah Card
(Studi Pada Bank BSI Syariah KCP Jantho

Sudirman)
Tanggal Sidang : 6 Desember 2023
Tebal Skripsi : 53 halaman
Pembimbing | : Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag
Pembimbing Il : Nahara Eriyanti, S.H.l., M.H
Kata Kunci : Denda Keterlambatan, BSI Hasanah Card

Salah satu produk Bank BSI yang banyak digunakan saat ini oleh para
nasabah dalam memudahkan untuk transaksi non tunai yaitu syariah card
atau lebih dikenal dengan BSI Hasanah Card. Syariah card merupakan
kartu kredit pada umumnya yang berlandaskan hukum dan prinsip syariah.
Akan tetapi sebagian nasabah tidak menggunanakannya sesuai dengan
peraturan yang berlaku, salah satunya adalah nasabah harus membayar
cicilan tepat waktu, faktanya masih ada terdapat nasabah yang tidak
melunasi tepat waktu sehingga dari pihak BSI akan memberikan sanksi
berupa denda akibat keterlambatan nasabah. Permasalahan yang diangkat
dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme denda keterlambatan
pada nasabah BSI Hasanah Card dan bagaimana tinjauan terhadap denda
keterlambatan pada BSI Hasanah Card. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui mekanisme denda keterlambatan pada nasabah BSI Hasanah
Card dan mengetahui tinjauan terhadap denda keterlambatan pembayaran.
Penelitian ini menggunakan pendekatan normatf empiris dengan jenis
penelitian kualitatif. Data diperoleh dengan cara wawancara, observasi,
dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama,
mekanisme denda keterlambatan pada nasabah dihitung berdasarkan
jumlah hari tunggakan dan denda tersebut tidak boleh dimasukkan
kedalam pendapatan bank melainkan harus diberikan sebagai dana sosial,
kedua tinjauan terhadap denda keterlambatan pada nasabah BSI Hasanah
Card sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.54/DSN-MUI/X/2006.
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TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian
dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda,
dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan
huruf Latin.

Huru | Nama | Huruf Nama Huruf | Nama | Huruf Nama
f Latin Arab Latin
Arab
\ Alf | tidak tidak b ta’ T te
dilamba | dilambang (dengan
ngkan | kan titik di
bawah)
- Ba’ B Be L za z zet
(dengan
titik di
bawah)
< T3’ 25 Te & ‘ain g koma
terbalik
(di atas)
& Sa’ S es (dengan | ¢ Gain G Ge
titik di
atas)
z Jim J je — Fa’ F Ef
z Ha’ h ha 3 Qaf Q Ki
(dengan
titik di
bawah)
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z Kha’ kh ka dan ha < Kaf K Ka
3 Dal d De dJ Lam L El
3 Zal 7 zet o Mim M Em
(dengan
titik di
atas)
J Ra’ r Er U Nun N En
B Zai z Zet B) Wau W We
o Sin S Es ° Ha’ H Ha
o Syin sy es dan ya ¢ Hamz . Apostrof
ah
o= Sad S es (dengan @ R 1 Y Ye
titik di
bawah)
o= Dad d de
(dengan
titik di
bawah)
2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1) Vokal tunggal

Vokal tnggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau
harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
fathah A A
Kasrah I I
dammah U U




2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama huruf Gabungan Nama
huruf
... fathah dan ya’ Ai adani
5. fathah dan wau Au adanu
Contoh:
& kataba
J=d fa‘ala
K3 -zukira
Laky -yazhabu
& -su’ila
Gk -kaifa
d»  -haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat Nama Huruf dan Nama
dan Huruf Tanda
s.... % fathah dan alif atau A a dan garis di atas
ya
.5 kasrah dan ya’ 1 I dan garis di atas
3 dammah dan wau =) u dan garis di atas
Contoh:




-gala

R -rama
dé  -qgila
5% -yagilu

4. Ta’ marbiitah

i

Transliterasi untuk ¢t@’ marbitah ada dua:

1. Ta’ marbitah hidup
ta’ marbiitah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah,
dan dammabh, transliterasinya adalah ‘t’.

2. Ta’ marbitah mati
ta’ marbitah yang mati atau mendapat harakat yang sukun,
transliterasinya adalah ‘h’.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah @’ marbitah itu
ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

JiViiss,;  -raud ah al-agal

-raud atul atfal

5 5iall Zaadl -al-Madinah al-Munawwarah

-AL-Madinatul-Munawwarah

Bk -alpan

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan

degan sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini
tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang
sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

6.

Contoh:

‘-\-u -rabbana

J -nazzala

54 -al-birr

&l -al-hajj

ax -nu‘ ‘ima
Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan

huruf, yaitu ( J ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu

Xi



dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata
sandang yang diikuti huruf gamariyyah.
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang
sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasikan
sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan
bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf
gamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti
dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

dao) -ar-rajulu
ey -as-sayyidatu
() -asy-syamsu
Al -al-galamu
&l -al-badi u
ByE -al-jalalu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan
apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah
dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak
dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

GG -ta’ khuziina
& 53 -an-nau’
(s -syai’un

) -inna

W -umirtu

By -akala
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8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis
terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat
yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut
dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:
G ) 50208 56 )5 -Wa inna Allah lahuwa khair ar-razigin
-Wa innallaha lahuwa khairurrazigin
O il 31K 54 508 -Fa auf al-kaila wa al-mizan
-Fa auful-kaila wal- mizan
s 25a 153 -Ibrahim al-Khalil
-Ibrahimul-Khalil
B Lajaslal da dl a -Bismillahi majraha wa mursah
il fa (e N e dt -Wa lillahi ‘ala an-nasi hijju al-baiti man
istata ‘a ilahi sabila
S 4 & Uil -Walillahi ‘alan-nasi hijjul-baiti

manistatd ‘a ilaihi sabila

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal,
dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf
kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital
digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan
kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang
ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan
huruf awal kata sandangnya.

Contoh:
U5k 2aaa G5 -Wa ma Muhammadun illa rasul
Gl gas e 358 - Inna awwala baitin wud i ‘a linndasi

L8y N Jallazi bibakkata mubdarakkan
SoAl 4 08 o Jimay s -Syahru Ramadan al-lazi unzila fin al-
Qur’anu
-Syahru  Ramad anal-lazi unzila  fihil
qur’anu
il Y LN -Wa lagad ra’@hu bil-ufug al-mubm
Wa laqad ra’ahu bil-ufugil-mubmi
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Sud Wl Gy &S Alhamdu lillahi rabbi al- ‘Glamm
Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila
dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang
dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

(8 B R85 Al Gaiad  -Nasrun minallahi wa fathun garib

Giaa 5NV -Lillahi al’amru jami ‘an
Lillahil-amru jami ‘an
PR -Wallaha bikulli syai ‘in ‘alim

10. Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan,
pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan
dengan llmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi
ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:
Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama
lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Samad Ibn Sulaiman.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia,
seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrit; dan
sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan
Tasawuf.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi masyarakat zaman modern yang semakin
berkembang, terdapat jasa keuangan yang disediakan oleh perbankan dan
lembaga keuangan. Salah satu produk perbankan baik konvensional
maupun syariah adalah penerbitan kartu kredit sebagai alat pembayaran.
Perkembangan era globalisasi yang membutuhkan transaksi cepat
ditambah masyarakat yang menyukai transaksi berbasis digital membuat
perbankan terus berinnovasi dalam teknologi transaksi digital seperti
syariah card (kartu kredit syariah).

Awal tahun pertumbuhan industri keuangan syariah, produk
dengan akad syariah cenderung bersifat akomodatif yang artinya
mengkonversi sistem operasional hingga produk beserta pelayanan yang
ada pada bank syariah menjadi sistem syariah'. Sejalan dengan
perkembangan era teknologi saat ini, transaksi keuangan syariah perlu
pengkajian lebih dan inovasi akan produk serta akad yang digunakannya.
Karena akad yang telah ada tidak mampu lagi merespon persoalan
kebutuhan umat yang menginginkan kemudahan dan efisiensi dalam
bertransaksi.

Di Indonesia, perusahaan yang menerbitkan kartu kredit tumbuh
dan berkembang dengan pesat. Berbagai cara ditempuh untuk menarik
perhatian masyarakat supaya tertarik untuk memegang Kkartu Kkredit.

Penggunaan Kkartu kredit sebagai alat pembayaran mendapat dukungan

! Darsono Dkk, Dinamika Produk Dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia,
ed. Muhammad SyafiiAntonio, Ed. 1 Cet. (Depok: Rajawali Pers, 2019), him. 31
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positif dari kalangan pedagang, pengusaha, dan juga para konsumen.
Sehingga saat ini tidak aneh lagi bagi orang-orang menggunakan kartu
kredit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan yang memiliki kartu
kredit tidak hanya dari kalangan tertentu saja, tapi banyak juga kalangan
menengah kebawah maupun mahasiswa.?

Kartu kredit merupakan uang plastik atau suatu alat berbentuk
kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan yang dapat
dipergunakan sebagai alat pembayaran transaksi pembelian barang dan
jasa, yang pembayaran dan pelunasanya dapat dilakukan oleh pembeli
secara sekaligus atau angsuran pada jangka waktu tertentu setelah kartu
digunakan sebagai alat pembayaran.’

Kartu kredit digunakan oleh konsumen sebagai alat pembayaran
tanpa menggunakan uang tunai yang dapat digunakan untuk menukarkan
dengan barang dan jasa yang Kkita inginkan ditempat yang menerima
pembayaran dengan kartu kredit. Kartu kredit membawa keamanan dan
membuat hidup penggunanya lebih mudah dalam hal pembayaran karena
pada saat konsumen lupa membawa uang tunai atau tidak sempat menarik
uang dari ATM Konsumen hanya perlu membawa kartu kredit sebagai alat
pembayaran.

Kartu kredit syariah telah dijelaskan kepastian hukumnya oleh
DSN Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dituangkan dalam fatwa No.
54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card. Syariah Card adalah fasilitas
kartu untuk pembayaran talangan atau pengambilan uang tunai ditempat

tertentu yang harus dilunasi kepada pihak penerbit kartu sesuai waktu

2 Edy Santoso, Skripsi: “Syariah Card dan Aplikasinya Pada Produk Dirham
Card Di Bank Danamon Syariah” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008), him. 3

3 Veitrizal Rivai, Bank and Financial Institution Management “Conventional
and sharia system”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Ed. 1, him. 1363
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yang disepakati.* Dalam situasi perbankan yang kompetitif, bank harus
berusaha keras untuk menarik calon nasabah dan mempertahankan
nasabah yang sudah ada. Kualitas pelayanan merupakan hal yang mutlak
bagi bank. Semakin tinggi tingkat kepuasan nasabah, maka semakin baik
pula pengelolaan pelayanan yang diberikan bank kepada nasabah.’

Islam melarang umatnya untuk memungut atau membayar bunga
(riba). Larangan inilah yang membedakan bank syariah dengan bank
konvensional. Selain itu, keberadaan kartu kredit syariah dapat menjadi
alternatif bagi umat Islam untuk menggantikan kartu kredit yang
menggunakan sistem bunga dalam transaksinya®. Berikut ayat yang
menjelaskan tentang riba dalam Q.S Al-bagarah ayat 275 :

3

Cede SOl Ge B L 15335 A el 15 G11 G

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan
tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang
beriman.

Kartu BSI Hasanah adalah kartu keuangan berbasis syariah yang

diterbitkan oleh PT Bank Syariah Indonesia yang dapat digunakan sebagai
metode pembayaran untuk transaksi dan fungsi seperti kartu kredit.” BSI
Hasanah Card dibuat berdasarkan fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006

tentang syariah card dan berbasis 3 akad syariah antara lain:

* Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006
Tentang Syariah Card.

® Adiwarman A. Kari, Bank Islam Analisis Figh dan Keuangan Edisi Kelima,
(Jakarta:Rajak Rafindo Persada, 2014), him. 97

® Dharma Kharini Abd Haling et al., Analisis Implementasi Kartu Kredit Syariah
Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Palu Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal IImu
Perbankan dan Keuangan Syariah 1, no. 1 (2019): 3.

! https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/bsi-hasanah-card-gold
diakses pada 02 April 2023
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a. Kafalah
b. Qard
c. ljarah

Perbedaan syariah card dengan kartu kredit konvensional dapat
dilihat dari akad, bunga, dan denda. Bagi lembaga keuangan perbankan
syariah atau non bank syariah tidak boleh menerapkan sistem bunga dalam
perjanjiannya tetapi menggunakan sistem ujrah atau fee dari setiap
transaksi.

Data Bank Indonesia (BI) mencatatkan jumlah transaksi kartu
kredit mencapai 135,84 juta hingga Mei 2022. Nilai ini meningkat 20,3%
year on year (yoy) dari posisi yang sama tahun lalu sebesar 112,92 juta
transaksi Sedangkan, nilai transaksi kartu kredit di lima bulan pertama
2022 tembus Rp 122,56 triliun. Melesat 26,89% yoy dari posisi yang sama
tahun lalu sebesar Rp 96,58 triliun.?

Berdasarkan wawancara dengan salah satu narasumber staff Bank
BSI KCP Sudirman Jantho, “bahwa pemegang kartu BSI Hasanah Card
akan mendapatkan jaminan dari pihak bank selaku penerbit kartu kredit
terhadap kewajiban bayar yang ditimbulkan dalam transaksi antara
pemegang BSI Hasanah Card dengan pihak ketiga. Kewajiban bayar
tersebut sesuai dengan limit penggunaan yang dimiliki oleh pemegang
kartu sesuai dengan yang telah disepakati oleh pihak penerbit kartu yaitu
Bank BSI. Atas jaminan yang diberikan oleh pihak penerbit Hasanah Card
maka pemegang kartu akan dikenakan ujrah (fee) atas jaminan yang
diberikan tersebut. Apabila nasabah sering terlambat melakukan
pembayaran cicilan syariah card maka akan sulit untuk mengakses kredit

atau pinjaman dimasa yang akan datang dan akan dikenakan denda,

8 https://keuangan.kontan.co.id/news/transaksi-kartu-kredit-perbankan-melesat-
2689-yoy-mencapai-rp-12256-triliun diakses pada 20 Mei 2023



https://keuangan.kontan.co.id/news/transaksi-kartu-kredit-perbankan-melesat-2689-yoy-mencapai-rp-12256-triliun
https://keuangan.kontan.co.id/news/transaksi-kartu-kredit-perbankan-melesat-2689-yoy-mencapai-rp-12256-triliun
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adapun dendanya berbeda-beda sesuai dengan jumlah limit syariah card
nasabah minimal 1% dari total tagihan atau maksimal Rp.100,000,- per
custumer.®

Setelah diterbitkan kartu kredit syariah, masyarakat masih ragu dan
mempertanyakan kartu kredit syariah ini sudah sesuai dengan prinsip
syariah dalam bertransksi. Para ulama berbeda pendapat dalam kebolehan
menggunakan kartu kredit syariah. Ulama kontemporer membolehkan
penggunaan kartu kredit syariah berdasarkan perkembangan zaman dan
teknologi, sedangkan sebagian ulama berpendapat untuk melarang kartu
kredit karena membawa manusia untuk berhutang karena dalam Islam
tidak dianjurkan untuk berutang walaupun sudah dijamin oleh penerbit
kartu.

Pemilik syariah card juga memiliki kewajiban yang harus
dipenuhi, berupa kewajiban melakukan pembayaran tagihan atas transaksi
yang telah dilakukan. Namun tidak mengesampingkan bahwa nasabah
lalai dalam kewajibannya menyelesaikan pembayaran sehingga terjadinya
keterlambatan pembayaran dan dikenakan denda oleh pihak bank.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas penulis ingin meneliti
lebih lanjut bagaimana mekanisme denda keterlambatan nasabah BSI
Hasanah Card apakah telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Oleh sebab
itu, penulis tertarik ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan
tersebut dengan menyusun karya ilmiah yang berjudul “ANALISIS
FATWA DSN-MUI TERHADAP DENDA KETERLAMBATAN
PADA NASABAH BSI HASANAH CARD”

° Wawancara dengan Bapak Igbal Asary, selaku staff Bank BSI KCP Sudirman
Jantho



B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana mekanisme denda keterlambatan pada nasabah BSI
Hasanah Card di Bank BSI Syariah KCP Jantho Sudirman?
2. Bagaimana tinjauan terhadap denda keterlambatan nasabah pada
BSI Hasanah Card menurut Fatwa DSN MUI No.54/DSN-
MUI/X/2006?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui mekanisme denda keterlambatan pada nasabah
BSI Hasanah Card
3. Untuk mengetahui tinjauan terhadap denda keterlambatan nasabah
BSI Hasanah Card sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.54/DSN-
MUI/X/2006

D. Penjelasan Istilah

1. Fatwa DSN-MUI
Adalah keputusan atau pendapat yang berkaitan dengan
masalah hukum seputaran ekonomi syariah. Figh mua’malah
adalah hukum Islam yang mengatur hubungan antara satu individu
dengan individu lainnya, yang bertujuan untuk menjaga hak-hak
manusia, merealisasikan keadilan, rasa aman, serta terwujudnya
keadilan dan persamaan antara individu dalam masyarakat
(kemaslahatan) serta menjauhkan segala kemudaratan yang akan

menimpa mereka.”

1 https://muhammadiyah.or.id/prinsip-dasar-figih-muamalah/ diakses pada 20
Mei 2023



https://muhammadiyah.or.id/prinsip-dasar-fiqih-muamalah/

2. Denda
Denda adalah salah satu jenis hukuman ta’zir . Sedangkan
dalam Bahasa Indonesia denda diartikan dengan hukuman berupa
membayar sejumlah uang apabila lalai dalam membayar
kewajiban."*
3. Nasabah
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nasabah
adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi
pelanggan bank (dalam hal keuangan). istilah nasabah sendiri tak
hanya merujuk kepada pelanggan bank. Perusahaan asuransi juga
akan menggunakan istilah nasabah. Jadi, secara sederhana, dapat
dikatakan bahwa nasabah adalah seseorang yang menjadi
pelanggan dari suatu bank atau asuransi*?
4. Hasanah Card
Hasanah Card adalah kartu pembiayaan yang menggunakan
prinsip dasar syariah yang diterbitkan oleh PT Bank Syariah
Indonesia (BSI) yang merupakan hasil merger antara tiga bank
syariah meliputi, Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, dan
Bank BNI Syariah dan digunakan sebagai alat pembayaran untuk

transaksi serta berfungsi seperti kartu kredit.”

E. Kajian Pustaka
Tinjauan pustaka merupakan kegiatan yang digunakan untuk
memetakan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis dapat

memberikan gambaran tentang hubungan pembahasan untuk menghindari

! yandianto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Bandung: M2s, 2001), him.112.
12 https://www.gramedia.com/literasi/nasabah/ diakses pada 20 Mei 2023
B3 https://www.bankbsi.co.id diakses pada 03 April 2023
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unsur persamaan Yyang telah diteliti sebelumnya. Penelitian tentang
pembahasan ini memang bukan yang pertama, melainkan pengembangan
dari penelitian sebelumnya yang telah diteliti, dikelompokkan menjadi dua
tema diantaranya :

Pertama, penelitian yang berkaitan tentang pembayaran denda
keterlambatan nasabah dari Ayu Rahayu yang berjudul tentang
“Penetapan Denda Pada Keterlambatan Cicilan Pembayaran Dana
Pinjaman Di NSC Finance Dalam Perspektif Hukum Islam”. Dan Bagus
Abdul Mustofa yang berjudul tentang “7Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Denda Keterlambatan Pelunasan Pembiayaan Talangan Haji Dengan
Akad Qardh wal ijarah Di Bank BRI Syariah Cabang Demak”. Dari kedua
penelitian ini memfokuskan pada denda keterlambatan pembayaran pada
cicilan. Yang pertama denda keterlambatan pada cicilan pembayaran
pinjaman, lebih mengarah pada mekanisme ganti rugi secara financial, dan
penetapan denda ditentukan berdasarkan batas waktu dari pembiayaan
awal yaitu satu bulan masa tenggangnya,™ sedangkan yang kedua pada
pelunasan pembiayaan talangan haji pada akad gardh wal ijarah, proses
pembayaran denda yang dibayarkan dengan akad gardh wal ijarah
dilakukan dengan cara meminta nasabah melunasi kekurangan dana hibah
haji, apabila nasabah tidak mampu dan apabila masih ingin menunaikan
ibadah haji dikenakan Ujrah lagi. *°

Kedua, penelitian yang berkaitan dengan penggunaan syariah card

dalam kehidupan, penelitian Imam Maulana, yang berjudul tentang

= Ayu Rahayu, “Penetapan Denda Pada Keterlambatan Cicilan Pembayaran
Dana Pinjaman Di NSC Finance Dalam Perspektif Hukum Islam”, SKripsi, Fakultas
Syariah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022

> Bagus Abdul Mustofa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda
Keterlambatan Pelunasan Pembiayaan Talangan Haji Dengan Akad Qardh wal ijarah
Di Bank BRI Syariah Cabang Demak”, Skripsi, Fakultas Hukum Dan Syari’ah, UIN
Walisongo, 2016
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“Tinjauan Figh Muamalah Terhadap Kemaslahatan Penggunaan Syariah
Card Pada Bank BSI Cabang Banda Aceh’”, dan Sopyan Hadi yang
berjudul “Analisis Kepuasan Nasabah Terhadap Penggunaan Hasanah
Card”. Atika Tri Aryani, yang berjudul tentang “Analisis Penetapan Fee
(Ujrah) Pada Produk Pembiayaan BSI Hasanah Card di PT. Bank
Syariah Indonesia”. Kedua penelitian diatas menjelaskan tentang
kemaslahatan dan kepuasan penggunaan syariah card. Pertama
kemaslahatan penggunaan syariah card sangat berdampak positif dari
adanya produk yang diciptakan oleh Bank BSI di era modern ini segala
pembayaran atau pembelian bisa menggunakan syariah card, namun
terdapat kekurangan yang tidak dapat dikontrol oleh pihak penerbit kartu
diantaranya penggunaan syariah card untuk transaksi yang tidak sesuai
dengan syariah.'® Kedua kepuasan nasabah dapat mendorong dan menarik
minat nasabah menggunakan BSI Hasanah Card karena dilihat dari
kegunaan dan konsep yang diterapkan sesuai dengan keinginan nasabah
terutama nasabah yang ingin menghindari riba karna pada dasarnya BSI
Hasanah Card menawarkan prinsip dari pembuatan sampai penggunaan
sesuai dengan syariah islam.'” Ketiga menjelaskan tentang penetapan fee
pada produk BSI Hasanah Card. Setiap bulan nasabah akan menerima
Lembar Penagihan (Billing Statement) sesuai dengan Tanggal Cetak
Tagihan (Cycle Date) BSI Hasanah Card. Lembar penagihan nasabah akan
memuat rincian transaksi (pembelanjaan dan penarikan tunai),
pembayaran serta biaya-biaya (bila ada). Bank Syariah Indonesia akan

menerbitkan dan mengirimkan Lembar Penagihan ke alamat pemegang

'® Imam Maulana, “Tinjauan Figh Muamalah Terhadap Kemaslahatan
Penggunaan Syariah Card Pada Bank BSI Cabang Banda Aceh”, Skripsi, Fakultas
Syariah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022

v Sopyan Hadi, “Analisis Kepuasan Nasabah Terhadap Penggunaan Hasanah
Card”, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Mataram, 2022
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kartu utama atau melalui email bagi peserta layanan eBiling Hasanah
Card.™

Sedangkan pada penelitian skripsi ini penulis lebih mengarah pada
denda keterlambatan syariah card ditinjauan dalam figh muamalah, serta
mekanisme penetapan denda yang dikenakan kepada nasabah yg mampu
membayar namun menunda pembayaran. Dari sejumlah tema yang telah
dikategorikan diatas, maka penelitian ini akan mengambil sisi yang
berbeda yaitu ingin melihat bagaimana mekanisme pembayaran denda
yang berlaku pada Bank BSI Syariah KCP Jantho Sudirman.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sebuah karya ilmiah yang sangat
dipengaruhi oleh metode-metode penelitian yang digunakan agar dapat
memperoleh data yang lengkap dan objektif dari penelitian yang akan
diteliti.** Pada penelitian ini penulis memilih melakukan penelitian pada
Bank BSI KCP Jantho Sudirman dikarenakan ketersediaan data dan
aksesibilitas yang baik dengan kesepakatan antara penulis dan pihak bank
dalam memperoleh data, dan mendorong keinginan penulis untuk
mengetahui lebih mendalam aspek layanan operasional bank. Prinsipnya
dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang
lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai
dengan permasalahan yang hendak dibahas. Langkah-langkah yang di

tempuh adalah sebagai berikut:

'8 Atika Tri Aryani, “Analisis Terhadap Penetapan Fee (Ujrah) Pada Produk
Pembiayaan BSI Hasanah Card di PT. Bank Syariah Indonesia”, Skripsi, Fakultas
Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Fatmawati Sukoarno Bengkulu, 2022

19 Muhammad Teguh, Metodelogi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) him. 121
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1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan
normatif empiris yaitu penelitian yang mengkaji tentang
pelaksanaan atau implementasi dari suatu ketentuan hukum dan
dokumentasi tertulis secara faktual pada setiap peristiwa hukum
pada denda keterlambatan nasabah BSI Hasanah Card. Pengkajian
ini bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum in
concreto sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang

sudah tertulis.?

2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah
penelitian kualitatif yaitu peneliti mendapatkan informasi atas
pengamatan yang dilakukannya kemudian menguraikan data yang
diperoleh dalam bentuk kalimat verbal. Penelitian kualitatif adalah
pengumpulan data pada suatu latar alamiah, menganalisis dan
menginterpresentasikan data yang diperoleh berbentuk penjelasan
serta penggambaran dengan kata-kata tentang objek yang diteliti,
hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari
generalisasi.?
3. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yaitu cara atau teknik dalam
mengumpulkan data yang peneliti lakukan agar memperoleh data
dan informasi secara akurat yang berkaitan dengan hasil penelitian.

Ketika melakukan penelitian penyampaian data harus diperoleh

% Muhammad Teguh, Metodelogi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) him. 121

2! Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metode Penelitian Kualitatif, (Jawa Barat:
CV Jejak, 2018), him. 8
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secara sistematis, sehingga data yang diperolen dapat
dipertanggung jawabkan kebenarannya®.
a. Metode Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian field research yang penulis lakukan yaitu
mengumpulkan data-data yang diperoleh dari BSI Syariah
KCP Jantho Sudirman khsususnya berkaitan dengan
penggunaan BSI Hasanah Card dengan melakukan penelitian
langsung.

b. Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Suatu metode pengumpulan sumber data dari sumber
kepustakaan. Dalam skripsi ini data yang diperoleh
didapatkan dari suatu buku, artikel, hasil penelitian serta
menelaah dan  mempelajari artikel, jurnal, media
massa,media internet, serta bahan kuliah yang berkaitan
dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara (interview)

Yaitu komunikasi antara dua pihak atau lebih yang
bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak
berperan sebagai interviewer dan pihak lainnya berperan
sebagai interview dengan tujuan tertentu, misalnya untuk
mendapatkan informasi tertentu untuk mnegumpulkan data.?

Wawancara dilakukan dengan salah satu karyawan
staff BSI Syariah KCP Jantho Sudirman sehingga
mendapatkan data-data yang diperlukan.

b. Observasi

?? Raihan, Metode Penelitian, (Jakarta : Universitas Islam Jakarta, 2017), him.13

% Fadhallah, Wawancara (Jakarta Timur: UNJ PRESS, 2020), him 2
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Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan
cara melihat, mengamati, meninjau dengan seksama suatu
objek.?* Dalam penelitian ini, yang akan menjadi objek
penelitian observasi yang akan diteliti oleh penulis adalah
penerapan denda keterlambatan pada nasabah.

c. Dokumentasi

Yaitu metode yang dipergunakan dalam mencari data
mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan,
transkrip, dan surat kabar. Dokumentasi dapat berbentuk
tertulis, gambar, maupun foto. Penambahan data yang
berbentuk tulisan yang mengandung Kketerangan dan
penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang actual dan
sesuai dengan masalah penelitian.”

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat-alat pendukung
yang akan digunakan oleh penulis untuk melakukan
pengumpulan data yang dibutuhkan. Instrumen yang akan
digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data yaitu perekam
dan alat tulis yang berfungsi untuk mencatat hasil wawancara
dengan narasumber terkait dengan objek permasalahan yang akan
diteliti.

6. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari penelitian baik dari

wawancara maupun dari dokumentasi dengan pihak Bank BSI,

dan masyarakat, maka penulis melakukan pengolahan data dan

% Ni’matuzahroh dan Susanti Prasetyaningrum, Observasi: Teori dan Aplikasi
dalam Psoikologi (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), him.1

2 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualilatif, dan penelitian
Gabungan, (Jakarta: Kencana, 2014), him. 391
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menganalisis data tersebut dengan dasar reabilitas dan validitas
datanya.

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahap
berikutnya adalah melakukan analisis data. Pada tahap ini data
akan di manfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh
kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang

akan diajukan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan suatu upaya untuk
mempermudah dalam memahami dan membaca isi dari penelitian ini
secara merata. Sehingga tidak membuat pembaca bingung dikarenakan
adanya sistematika pembahasan. Dalam menyusun proposal penelitian ini
penulis Menyusun pembahasannya secara sistematis kedalam empat bab,
yaitu sebagaimana disebut dibawah ini:

Bab satu, bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah,
kajian pustaka, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan pembahasan tentang teori pengertian syariah
card, dasar hukum, akad-akad dalam syariah card, manfaat dari syariah
card, serta konsep ta ‘widh dalam syariah card

Bab tiga, merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian
yang dilakukan oleh penulis yaitu, mencakup gambaran umum BSI
Hasanah Card, mekanisme denda keterlambatan pada nasabah BSI
Hasanah Card, serta tinjauan terhadap denda keterlambatan nasabah pada
BSI Hasanah Card menurut Fatwa DSN-MUI.
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Bab empat, sebagai bab terakhir pada skripsi penulis dan
merupakan bagian penutup dari keseluruhan penelitian ini yang berisi
tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan yang terdapat pada skripsi

ini serta saran yang berkenaan dengan permasalahan dalam penelitian ini.



BAB DUA
SYARIAH CARD DALAM PERBANKAN SYARIAH

A. Pengertian Syariah Card

Syariah card atau kartu kredit syariah, adalah kartu yang berfungsi
sebagai kartu kredit dan memiliki hubungan hukum antara dua pihak yang
didasarkan pada prinsip syariah, yang diatur oleh fatwa. Syariah card
merupakan kartu yang berfungsi seperti kartu kredit pada umumnya yang
hubungan hukumnya antara pihak berdasarkan prinsip syariah.” Tujuan
dari penggunaan istilah kartu kredit syariah adalah untuk membedakan
kartu kredit yang ditawarkan oleh bank konvensional dengan kartu kredit
yang ditawarkan oleh bank syariah. Kedua produk memiliki perbedaan
dalam bentuk dan sistem.

Dalam figh muamalah, syariah card dikenal dengan istilah Bitagah
al-I’'timan. Bitagah adalah kartu, sedangkan i’itiman adalah kondisi aman
dan saling percaya®’. Istilah ini sesuai dengan fungsi syariah card yang
memberikan rasa aman kepada merchant, bahwa penerbit kartu (musdir
al-bitagah) akan membayar sejumlah uang yang digunakan oleh
pemegang kartu (hamil albitagah).

DSN-MUI dalam Fatwa nomor 54 tahun 2006 mendefinisikan
syariah card sebagai kartu yang berfungsi sebagai kartu kredit yang sah
(berdasarkan sistem yang berlaku) antara para pihak menurut prinsip
syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini.”® Syariah card memiliki

% Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah Dan Figh Muamalah, ed. 1
(Jakarta Timur: KENCANA, 2019)

%" Sa’ad Al-Khatslan, Figh al-Muamalat al-Maltyah al-Mu asirah, (Riyadh: Dar
al-Shumai’l, 2012), him.152

% Fatwa DSN-MUI Nomor 54 Tahun 2006 Tentang Syariah Card

16
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fungsi yang mirip dengan kartu kredit untuk kemudahan pinjaman tunai
dan transaksi, namun sistem yang digunakan pada syariah card
berdasarkan prinsip syariah.

Adapun pendapat Ulul Azmi Mustafa menyatakan bahwa syariah
card adalah fasilitas kartu talangan yang digunakan oleh pemegang kartu
(hamil al-bitigah) sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada
tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang
memberikan talangan (musdir al-bitagah) pada waktu yang telah
ditetapkan. %

Pengertian kartu kredit dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor
11/11/PBI/2009 tentang penyelenggaraan alat pembayaran dengan
menggunakan kartu, Pasal 1 angka (4): “Kartu kredit adalah alat
pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk
melakukan cicilan yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi yaitu transaksi
belanja ke merchant tertentu, atau digunkan untuk melakukan penarikan
tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih
dahulu oleh penyedia kartu kredit, dan pemegang kartu wajib membayar
kepada penyedia kartu kredit setelah itu.*

Syariah card biasanya ditawarkan oleh lembaga keuangan yang
beroperasi berdasarkan prinsip syariah, seperti bank syariah atau unit
usaha syariah di bank konvensional. Perbedaan utama kartu syariah
dengan kartu kredit atau debit biasa terletak pada aturan operasional yang
menganut prinsip syariah. Prinsip-prinsip utama syariah card meliputi:

1. Larangan riba, Syariah Card tidak mengenakan bunga atau suku
bunga atas jumlah yang dipinjamkan atau digunakan oleh pemegang

% Ulul Azmi Mustofa, “Syariah Card Pesrpektif Al-Magasid Syariah,” Jurnal
IImiah Ekonomi Islam, Vol. 01, No. 01, Maret (2015), him, 19

% A Mustofa, —”Syariah Card Perspektif Al-Makasid Syariah,” Jurnal Imiah
Ekonomi Islam, Vol. 01, No. 01 (2015), him 17-28
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kartu. Sebaliknya, Kartu Syariah bekerja dengan sistem bagi hasil
atau profit sharing system.

. Larangan judi, transaksi yang berkaitan dengan perjudian atau
aktivitas ilegal lainnya tidak diperbolehkan dengan syariah card.

. Larangan barang haram, syariah card tidak dapat digunakan untuk
membeli barang-barang yang dianggap haram menurut ajaran Islam,
seperti alkohol, daging babi, dan produk lain yang melanggar hukum
Islam.

. Transparansi dan keadilan, syariah card menekankan transparansi
perjanjian dalam proses transaksi, sekaligus memastikan keadilan
bagi semua pihak yang terlibat.

B. Dasar Hukum Syariah Card

Penggunaan syariah card di Indonesia mulai muncul pada awal

tahun 2003. Sejak saat itu wacana penggunaan syariah card mengalami

perdebatan panjang karena perspektif teori masih banyak yang

menyebutkan bahwa syariah card lebih mendekatkan diri kepada sifat

israf (berlebih-lebihan) sehingga mendorong umat islam bersifat

konsumtif, boros, tidak pernah merasa puasdan membiasakan diri untuk

berhutang. Adapun dasar hukum atau landasan hukum syariah card adalah

sebagai berikut :
1. Al-Qur’an

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 54/DSN-
MUI/X/2006 Tentang Syariah Card, Landasan hukum yang
membolehkan syariah card dalam firman Allah SWT yang tercantum

dalam surat Al-Maidah ayat 1, yaitu :
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Artinya: “Wahai orang-orang beriman. Penuhilah janji-janji. Hewan

ternak dihalakan bagimu, kecuali yang akan disebutkan

kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu

sedang berihram (haji atau umrah). Sesunggunya Allah

menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.” (Q.S.
Al-Maidah: 1).

Pada ayat diatas menjelaskan untuk menepati janji yang telah
dibuat baik antara manusia dengan Allah SWT, maupun janji antara
manusia dengan manusia. Sehingga dengan dasar ayat tersebut syariah
card menjadi boleh, apabila manusia saling menepati janji dalam
melakukan perbuatan muamalah selama tidak melanggar ketentuan Allah
SWT dan melenceng dari ajaran Islam.

Adapun yang menjadi dasar hukum sanksi menunda-nunda
pembayaran atau denda terdapat dalam Al-qur’an yaitu Surat Al-Mai’dah

ayat 89, yaitu :

<
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Artinya: “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu
yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum
kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka
kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh
orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan
kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau
memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup
melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga
hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila
kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu.
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Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya
agar kamu bersyukur (kepada-Nya)". (Q.S. Al-Maidah: 89).

Dalam ayat di atas, Allah SWT menjelaskan bahwa Allah tidak
akan menghukum seseorang yang melanggar sumpah yang telah dibuat
secara tidak sengaja. Dia tidak memiliki hukuman duniawi atau ukhrawi.
Namun, jika seseorang bersumpah dengan sepenuh hati dan niat yang
tulus, tetapi kemudian melanggarnya, ia dikenakan kaffarat, atau denda.

2. Hadis
Merujuk kepada hadis Nabi Muhammad SAW yang relevan dengan
Syariah card adalah:
a. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Nabi SAW

bersabda:

W o3 o e BAR W £ BN OF 5 B e 18 255 0

st 038 1 2 pisua cad 032 3 s

Artinya: "Orang yang melepaskan seorang muslim dari  kesulitannya di
dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan

Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka)

menolong saudaranya.” (H.R. Muslim)
Hadis diatas dapat dijadikan landasan hukum syariah card yang

berkenaan dengan konsep saling tolong menolong antar sesama manusia

dalam kesulitan.

C. Akad-akad Dalam Syariah Card
Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
menyatakan pendapat bahwa status hukum syariah card adalah objek atau
serta media jasa kafalah(jaminan) yang disertai gardh (talangan
pembayaran) serta ijarah untuk kemudahan transaksi. Adapun tiga akad
yang digunakan dalam transaksi syariah card yaitu:
1. Akad Kafalah
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a. Pengertian Kafalah

Kafalah adalah akad perjanjian yang diberikan oleh
penanggung (kafil) kepada pihak ketiga (makful lahu) untuk
memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung
(makful anhu, ashil). Kafalah bisa juga diartikan dengan
memasukkan tanggung jawab seseorang ke dalam tanggung
jawab orang lain dalam suatu tuntutan hukum.** Dalam artian
menyertakan orang lain untuk ikut menanggung tanggung
jawab orang lain berkaitan dengan nyawa, harta atau barang.
Kafalah (jaminan) harta yaitu kafil (penjamin) berkewajib-an
memberikan jaminan dalam bentuk harta.*

Penerbit kartu adalah penjamin (kafil) bagi pemegang kartu
terhadap merchant atas semua kewajiban bayar (dayn) yang
timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan merchant,
dan atau penarikan tunai selain bank atau ATM bank penerbit
kartu.

b. Rukun Kafalah
1. Penjamin (Kafil)
2. Tertanggung (Makful anhu)
3. Penerima hak tanggungan (Makful lahu)
4. Objek tanggungan (Makful bih)
5. ljab kabul (Sighat)
2. Akad Qardh
a. Pengertian Qardh
Akad qardh merupakan jenis akad pada transaksi

pinjaman di mana nasabah melakukan peminjaman dana tanpa

%1 Wiroso, Produk Perbankan Syariah, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), him. 347
% Sayyid Sabiq dalam kitab Figh al-Sunnah, jilid 4, him. 221-222
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imbalan tetapi wajib mengembalikannya pada waktu yang telah
disepakati.*®* Akad gardh termasuk dalam kategori akad saling
bantu (tatawwu i) sehingga bukan termasuk transaksi komersial.
Bank BSI menyebutkan bahwa akad qardh adalah pinjam
meminjam uang tanpa imbalan dengan kewajiban nasabah
mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus dalam jangka
waktu tertentu kepada bank.

Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional
No0.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh, perjanjian gardh
merupakan perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian ini, pihak
pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada peminjam
dengan ketentuan bahwa peminjam akan mengembalikan
pinjaman berdasarkan waktu yang telah disepakati kedua belah
pihak dengan jumlah yang sama ketika dipinjamkan.*

b. .Rukun Qardh
1. Peminjam (mugtarib)
2. Pemilik dana/ pemberi dana (muqrib)
3. Jumlah dana (gardh)
4. ljab Kabul (sighat)

3. Akad ljarah
a. Pengertian ljarah
Dalam bahasa Arab, ijarah berarti sewa, upah, imbalan,
atau jasa. Secara istilah ijarah merupakan suatu akad sewa
menyewa dengan pemindahan hak guna atas barang dan jasa
tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas produk

% https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/pembiayaan/macam-
macam-akad diakses pada 07 Juli 2023
* Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang al-Qardh



https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/pembiayaan/macam-macam-akad
https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/pembiayaan/macam-macam-akad
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tersebut. Menurut Fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/1V/2000
Tentang Pembiayaan ljarah, yang dimaksud dengan ijarah
adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang
dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa, tanpa diikuti
dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.*®
Bolen melakukan akad ijarah (sewa menyewa) atas
manfaat yang dibolehkan karena keperluan terhadap manfaat
sama dengan keperluan terhadap benda, manakala akad jual beli
atas benda dibolehkan, maka sudah seharusnya dibolehkan pula
akad ijarah atas manfaat.*® Penerbit kartu adalah penyedia jasa
sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu,
atas akad ijarah ini penerbit kartu mendapatkan fee (ujrah).
b. Rukun ljarah

1. Penyewa/ pelaku akad (mustajir)

2. Aset yang disewakan/ objek akad (ma ’jur)

3. ljab kabul (sighat)

D. Manfaat Dalam Syariah Card

Salah satu produk perbankan syariah yang sangat berkembang
adalah kartu kredit syariah atau syariah card. Munculnya syariah card
memberikan manfaat dan mudarat. Diantara manfaat yang ada pada
syariah card yaitu mempermudah nasabah untuk mendapatkan uang
ketika pada waktu mendesak. Sedangkan mudaratnya yaitu menjadikan
seseorang menjadi konsumtif, boros dan terlena dalam menggunakan dana

yang dimiliki bukan untuk kepentingan produktif.*’

** Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah

% As-Syirazi dalam kitab al-Muhadzdzab, juz I, Kitab al-ljarah, him. 394

¥ Dian Khairani, “Syariah Card Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”.
Jurnal Tahkim. Vol 16 No. 1, Juni 2020, him 112
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Menurut Fatwa DSN MUI No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang
Syariah Card, syariah card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu
kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang ada) antara para
pihak berdasarkan prinsip syari’ah. Sebagaimana diatur dalam fatwa
tentang syari’ah card tersebut. Sedangkan menurut keputusan Bapepam-
LK No: PER-03/BL/2007 tentang kegiatan pembiayaan berasarkan prinsip
syari’ah, yang dimaksud dengan Usaha kartu kredit syari’ah adalah
fasilitas jaminan pembayaran untuk pembelian barang dan/jasa dengan
menggunakan kartu kredit sesuai dengan prinsip syari’ah (Pasal 1 angka
10). Prinsip syari’ah sendiri adalah ketentuan hukum Islam yang menjadi
pedoman dalam kegiatan operasional perusahaan dan transaksi antara
lembaga keuangan dan lembaga bisnis syari’ah dengan pihak lain yang
telah dan akan diatur oleh DSN-MUI.*

Penggunaan kartu pembiayaan syariah, juga dikenal sebagai kartu
kredit syariah, memiliki banyak keuntungan. Produk perbankan ini akan
sangat membantu, terutama dalam situasi di mana Anda tidak memiliki
cukup uang tunai. Keuntungan kartu kredit syariah juga dapat membuat
transaksi  finansial ~sehari-hari  lebih  mudah selama pengguna
menggunakannya dengan cara yang tepat.

Kartu kredit syariah atau syariah card memiliki keunggulan yang
sama dengan kartu kredit biasa, yaitu kemampuan untuk digunakan
sebagai kartu pinjaman dengan biaya yang dibayarkan nasabah setelah
menggunakannya. Satu-satunya perbedaan dengan kartu kredit syariah
adalah bahwa mereka menggunakan prinsip syariah dan tidak mengenakan

bunga.

% Burhanuddin S, “Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah”, (Yokyakarta:
Graha Ilmu, 2010), him. 199
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Adapun beberapa manfaat dalam menggunakan syariah card bagi

para nasabah adalah®:

a.

Memberikan kemudahan untuk berbelanja saat tidak memiliki
uang tunai, baik di dalam dan luar negeri, dapat membayar
tagihan pada akhir periode yang telah ditentukan.

Hasanah Card juga memiliki fasilitas pengambilan uang tunai
melalui ATM BSI maupun ATM bank lain yang memiliki
jaringan MasterCard di seluruh dunia. Jaringan ini dapat ditemui
di logo Cirrus

Kemudah dalam melakukan pembayaran tagihan

Bagi nasabah Hasanah Card yang melakukan perjalanan
menggunakan pesawat udara dapat meningmati fasilitas
Excecutive  Airport Lounge selama menunggu  waktu
keberangkatan.

Syariah card memakai prinsip syariah berdasarkan hukum Islam
sehingga terhindar dari riba

Tidak menggunakan sistem bunga

Biaya lebih ringan, biaya bulanan yang tetap, serta relatif lebih
rendah dibanding kartu kredit konvensional

Didukung oleh layanan jaringan yang luas seperti kartu kredit
konvensional karena penerbit kartu kredit syariah juga didukung
oleh provider jasa keuangan dengan produk pembayaran yang

menjangkau seluruh benua seperti Mastercard maupun VISA.

E. Konsep Ta’widh Dalam Syariah Card

Al-ta’widh berasal dari kata ‘iwadh yang artinya ganti atau

kompensasi.*’Sedangkan menurut istilah adalah menutup kerugian yang

*% https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20583 diakses pada 07

Juli 2023
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terjadi akibat melakukan pelanggaran. 7a 'widh adalah ganti rugi terhadap
biaya yang dikeluarkan oleh pihak penerima jaminan akibat keterlambatan
pihak terjamin dalam membayar kewajibannya yang jatuh tempo.** Secara
umum pengertian fa 'widh adalah menggantikan kerugian yang terjadi
akibat pelanggaran dengan ketentuan kerugian riil yang diperhitungkan
dengan jelas untuk mendapatkan pembayaran.

Ta 'widh merupakan biaya ganti rugi yang harus dibayarkan oleh
nasabah kepada pihak bank terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan atas
keterlambatan dalam melakukan pembayaran kewajiban atau tagihan kartu
yang telah jatuh tempo. Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 54/DSN-
MUI/X/2006 Tentang Syariah Card terdapat biaya-biaya yang dibebankan
kepada nasabah selaku pemegang kartu kredit syariah, yaitu biaya ta 'widh.
Biaya ta’'widh pada dasarnya hanya dibebankan kepada nasabah yang
terlambat atau lalai dalam membayar penagihan syariah card.

Denda merupakan salah satu jenis hukuman ta ‘'widh yang diartikan
ar-raddu wal-man u, yang artinya menolak dan mencegah. Ta’widh
(hukuman yang tidak ada aturan dalam syara’) adalah hukuman yang
bersifat mendidik seperti memenjara dan memukul yang tidak melukai.
Dalam menghadapi risiko nasabah yang lalai dalam melakukan
pembayaran tagihan atau gagal membayar tagihannya salah satu bentuk
perlindungan yang ditawarkan dalam syariat Islam adalah mekanisme
pemberian ta 'widh atau ganti rugi kepada pihak yang haknya dilanggar.
Konsep ta'widh yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional
dimaksudkan untuk membantu mencegah bank syariah sebagai penerbit

“0 Basuni Imamuddin dan Nashiroh Ishag, Kamus Konstektual Arab-Indonesia
(Depok: Gema Isnani, 2012), him. 420.

** Ahmad Ilham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama, 2010), him. 635.
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kartu syariah untuk kehilangan uang karena nasabah yang lalai dalam
membayar.

Adapun pengertian ta 'widh menurut Fatwa DSN MUI N0.43/DSN-
MUI/VI111/2004 tentang ta 'widh adalah menutup kerugian yang terjadi
akibat pelanggaran atau kekeliruan dengan ketentuan kerugian rill yang
dapat diperhitungkan dengan jelas dengan upaya untuk memperoleh
pembayaran dan bukan kerugian yang akan diperkirakan akan terjadi
karena adanya peluang yang hilang.*

Konsep ta’widh yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional
diharapkan menjadi salah satu cara untuk mencegah kerugian yang
dialami oleh bank selaku penerbit kartu. Ini juga sebagai kompetitif
terhadap bank konvensional yang menerapkan bunga dengan mengambil
konsep kehilangan kesempatan atau time value of money apabila nasabah
terlambat melunasi kewajibannya. Hal ini tentu berbeda dengan syariah
card yang menawarkan prinsip bebas bunga atau riba, namun perlu
penjelasan lebih lanjut mengenai penerapan Fatwa DSN MuUI
N0.43/DSN.MUI/VIII/2004 tentang fa’'widh yang diharapkan mampu
memberikan pelajaran kepada nasabah pembiayaan yang nakal dan
membantu bank syariah agar mendorong nasabah untuk melunasi
kewajibannya tepat waktu.*®

Dalam penggunaan syariah card pemberian bunga atau riba
diharamkan, maka apabila nasabah melakukan keterlambatan pembayaran
maka salah satu mekanisme untuk mencegah kerugian bagi bank syariah
adalah meberikan ta'widh kepada nasabah yang telat melakukan

kewajiban pembayaran. Bank syariah selaku penerbit kartu dapat

“2 Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VI111/2004 Tentang Ta ‘widh
*® Nadia Ananda Elsanti, Penerapan 7a 'widh Pada Pemegang Syariah Card. di
jurnal Jurisprudentie VVolume 4, Nomor 2 Desember 2017



28

memberikan ta 'widh (biaya penagihan) kepada nasabah terhadap biaya-
biaya yang telah dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan
nasabah dalam membayar tagihan yang telah jatuh tempo.* Pada
operasional hasanah card , perhitungan ta 'widh dilakukan berdasarkan
jangka waktu keterlambatan pembayaran nasabah.

Timbul biaya ta 'widh dapat disebabkan oleh perbuatan melawan
hukum. Ta'widh yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum
merupakan pengenaan ganti rugi kepada pihak yang telah melakukan
kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Ta 'widh ini
muncul akibat kesalahan bukan karena suatu perjanjian. Pengenaan
ta 'widh mengingatkan secara langsung bahwasanya setiap penambahan
terhadap pokok pembiayaan dalam bentuk apapun termasuk riba. Namun
dalam Fatwa DSN MUI No0.43/DSN-MUI/VI111/2004 tentang ganti rugi
(ta’widh) dan Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 tentang akad
perhimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan
usaha berdasarkan prinsip syariah telah diatur hal-hal yang berkenaan
dengan biaya ganti rugi (ta 'widh).

Dalam praktiknya, ta'widh berbeda dengan riba karena bukan
termasuk kedalam tambahan pinjaman dan biaya ta 'widh tersebut tidak
akan masuk kedalam pendapatan bank melainkan akan menjadi dana
sosial. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-
MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (ta’widh) bahwasanya ta’widh
dikenakan untuk mengganti kerugian atas biaya-biaya yang telah
dikeluarkan oleh pihak lembaga keuangan syariah dalam rangka
melindungi haknya.

* Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek-Aspek
Hukumnya, (Kencana : Jakarta,2014), him. 462
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Dalam upaya untuk memungkinkan nasabah dalam melakukan
transaksi dan penarikan tunai dengan mudah, aman, dan nyaman. Pihak
bank syariah dianggap perlu menyediakan jenis kartu kredit, yaitu alat
pembayaran dengan kartu yang dapat digunakan untuk membayar segala
jenis kewajiban yang timbul akibat transaksi ekonomi, seperti belanja dan
penarikan tunai. Kewajiban pembayaran terhadap pemegang kartu dijamin
dan dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit kartu, dan kemudian pemegang
kartu bertanggung jawab untuk melunasi kewajiban pembayaran tersebut
sesuai waktu yang telah disepakati. Namun tidak menutup kemungkinan
nasabah terlambat atau lalai dalam melakukan pembayaran tagihan atas
transaksi yang sudah dilakukan sehingga dapat menimbulkan kerugian
kepada pihak bank bsi selaku penerbit syariah card.



BAB TIGA
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia
1. Sejarah Bank Syariah Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar didunia,
memiliki potensi menjadi negara yang terdepan dalam keuangan syariah.
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam transaksi keuangan tanpa
bunga dan mendukung kesadaran dalam kepentingan merupakan faktor
penting dalam berkembangnya ekonomi syariah, termasuk terbentuknya
Bank Syariah.

Bank syariah memiliki peran yang sangat penting dalam
berkembangnya kegiatan ekonomi berbasis halal. Kehadiran industri
keuangan syariah di Indonesia telah mengalami pekembangan selama tiga
dekade terakhir. Salah satunya dengan digabungkan tiga bank syariah
milik BUMN menjadi satu, yaitu Bank Mandiri Syariah, Bank BNI
Syariah, dan Bank BRI Syariah, menjadi Bank Syariah Indonesia.

Industri perbankan di Indonesia mencatatkan sejarah baru dengan
dibentuknya Bank Syariah Indonesia (BSI) yang secara resmi berdiri pada
1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. Penggabungan tersebut
akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah untuk dapat
memberikan pelayanan yang lebih lengkap, jangkauan yang lebih luas,
dan kapasitas modal yang lebih baik. Sehingga pemerintah berkomitmen
melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bank Syariah

Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat Internasional

30
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Bank Syariah Indonesia merupakan ikhtiar atas lahirnya bank
syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru
pembangunan ekonomi nasional serta  berkontribusi terhadap
kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan BSI juga menjadi cermin
wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan
memberikan kebaikan bagi seluruh masyarakat®. Sebagai perusahan yang
berbentuk terbuka atau menerima modal dari siapapun maka komposisi
pemegang saham BSI yaitu, PT Bank Mandiri (Persero) Thk 50,83%, PT
Bank Negara Indonesia (Persero) Thk 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Thk 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-
masing di bawah 5%.

Bank Syariah Indonesia cabang Jantho Sudirman berlokasi di JI.
Jenderal Sudirman, Jantho Makmur, Kec. Kota Jantho, Kabupaten Aceh
Besar, Aceh. Merupakan salah satu cabang dari Bank BSI yang terletak di
Ibukota Kabupaten Aceh Besar. Bank BSI KCP Jantho Sudriman dipimpin
oleh branch manager Pak Reza Badreddin sebagai pimpinan cabang, dan
Ibu Debbie sagita Lubis sebagai branch operational and service manager
atau wakil pimpinan yang membantu pimpinan dalam melakukan

pengawasan dan mengelola kelancaran operasional bank.

2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia
Visi dan misi Bank Syariah Indonesia cabang Jantho Sudirman
sama seperti visi dan misi dari Bank Syariah Indonesia pusat. Sebagai
lembaga keuangan yang bertujuan untuk membentuk dan membangun

hubungan baik dengan masyarakat, adapun visi dari Bank Syariah

** https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html diakses pada tanggal 25
Oktober 2023



https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html
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Indonesia adalah “Top 10 Global Islamic Bank”. Adapun misi dari Bank
Syariah Indonesia, sebagai berikut :

a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia
(Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank
berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025).

b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para
pemegang saham (Top 5 bank yang paling profitable di
Indonesia ROE 18% dan valuasi kuat PB>2).

c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta
terbaik Indonesia (Perusahaan dengan nilai yang kuat dan
memperdayakan masyarakat serta berkomitmen pada

pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja).

3. Daftar Kepengurusan Bank Syariah Indonesia

Kepengurusan Bank Syariah Indonesia merupakan orang-orang
pilihan yang berpengalaman dalam bidangnya, hal demikian bertujuan
untuk penguatan transformasi digital dan transformasi kultur yang
dilakukan BSI guna mendorong akselerasi bisnis, memperkuat kontribusi
BSI dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, serta
mendukung langkah pemerintah dalam percepatan pemulihan ekonomi
nasional.

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank
Syariah Indonesia Tbhk pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 menetapkan

susunan pengurus sebagai berikut*:

“ https://swa.co.id/swa/capital-market/bsi-rombak-jajaran-direksi-ini-rinciannya
diakses pada tanggal 30 Oktober 2023



https://swa.co.id/swa/capital-market/bsi-rombak-jajaran-direksi-ini-rinciannya
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4. Anggota: Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin, MS

B. Gambaran Umum Produk Pembiayaan Bank Syariah Indonesia

Pembiayaan merupakan kemampuan untuk melakukan pembelian

atau mengadakan suatu pinjaman dengan melakukan janji pembayaran

dilakukan pada jangka waktu yang telah disepakati. Pada Bank Syariah

Indonesia terdapat beberapa produk pembiayaan, yaitu:*’

BSI Hasanah Card

BSI Hasanah Card merupakan produk syariah card yang
diterbitkan olen PT Bank Syariah Indonesia yang digunakan
sebagai alat pembayaran untuk transaksi dan berfungsi seperti
kartu kredit namun berdasarkan prinsip syariah. Bank Syariah
Indonesia (BSI) adalah lembaga perbankan syariah yang
didirikan pada 1 Februari 2021, tiga bank perusahaan milik
negara digabung secara nasional menjadi satu yaitu, BNI Syariah,
BRI Syariah dan Mandiri Syariah, ketiga bank tersebut
bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia.
BSI Griya Simuda

BSI Griya Simuda merupakan layanan pembiayaan
kepemilikan rumah untuk usia muda yang ingin memiliki rumah
impian plafond pembiayaan yang lebih tinggi dan angsuran

ringan.

. BSI Mitra Modal Kerja

BSI Mitra Modal Kerja merupakan pembiayaan modal
kerja merupakan fasilitas pembiayaan untuk memenuhi

kebutuhan operasional atau biaya produksi yang akan habis

2023

*” https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan diakses pada tanggal 30 Oktober



https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan
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dalam satu siklus usaha seperti pengadaan bahan baku,
penyediaan barang dagangan, atau biaya operasional yang
bersifat revolving atau non revolving.
4. BSI KUR Mikro
BSI KUR Mikro merupan pembiayaan program pemerintah
kepada pelaku UMKM yg memiliki usaha layak dan produktif
dengan Plafond diatas 10 Juta sampai dengan Rp. 100 Juta untuk
tujuan Modal Kerja, Investasi.
5. BSI KUR Super Mikro
BSI KUR Mikro merupakan pembiayaan program
pemerintah kepada pelaku UMKM yg memiliki usaha layak dan
produktif dengan Plafond sampai dengan Rp. 10 Juta untuk
tujuan Modal Kerja, Investasi.
6. Gadai Emas BSI Mobile
Gadai Emas BSI Mobile merupakan layanan gadai emas
yang dilakukan melalui BSI Mabile untuk reservasi kedatangan
ke cabang untuk pengajuan gadai emas, top up gadai emas dan
perpanjangan gadai emas.
7. BSI Mitra Koperasi Karyawan
BSI Mitra Koperasi Karyawan merupakan penyaluran
pembiayaan kepada atau melalui koperasi dari suatu instansi atau
perusahaan, untuk pemenuhan kebutuhan para anggotanya secara
kolektif.
8. BSI OTO
BSI OTO merupakan pembiayaan pemilikan mobil baru,
mobil bekas dan motor baru dengan akad murabahah yang dapat
diajukan melalui kantor cabang, BSI Mobile dan landing page

bsioto.muf.co.id.
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9. BSI Mitraguna Berkah
BSI Mitraguna Berkah merupakan produk pembiayaan
untuk tujuan multiguna tanpa agunan dengan berbagai manfaat
dan kemudahan bagi pegawai payroll di BSI.
10. BSI Mitra Alkes
Pembiayaan Alat Kesehatan dengan tujuan investasi alat
kesehatan baru sesuai dengan target market atau profesi keahlian.
Keunggulan produk pembiayaan ini adalah jangka 5 tahun dan
memudahkan memiliki Alkes untuk penunjang operasional.
11. BSI Talangan Travel Haji Khusus
BSI Talangan Travel Haji Khusus merupakan pembiayaan
untuk pembayaran pelunasan biaya haji khusus kepada travel haji
khusus.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pegawai
Bank BSI yaitu Heriayanda mengatakan bahwa “perkembangan pengajuan
BSI Hasanah Card semakin hari semakin meningkat, dikarenakan adanya
perbedaan antara kartu Kkredit konvensional dengan Kkartu kredit
syariah/kartu pembiayaan syariah (yang di kenal dengan nama BSI
Hasanah Card), yang menjadi perbedaannya adalah kartu kredit
konvensional itu dikenal yang namanya bunga berbunga, sedangkan BSI
Hasanah Card tidak adanya bunga berbunga, salah satu ciri khas BSI
Hasanah Card adalah tidak dapat di gunakan untuk pembayaran/transaksi
pada tempat/produk non halal seperti diskotik dan tempat perjudian, dan
untuk penggunaan BSI Hasanah Card tidak hanya di Indonesia saja,
bahkan di luar negeri juga sudah bisa menggunakn BSI Hasanah Card,



oleh karena itu BSI Hasanah Card ini menjadi sangat di minati di aceh saat

ini” 48

Untuk pengajuan BSI Hasanah Card tersedia beberapa golongan,

yaitu golongan berpenghasilan tetap seperti PNS, swasta bonafit, dan

golongan wiraswasta yang dikategorikan kedalam nasabah dana.

Tabel 3.1
Syarat Umum Permohonan BSI Hasanah Card *
Persyaratan Pemegang Kartu | Pemegang Kartu
Utama Tambahan
Usia Minimum 21 Tahun 17 Tahun
Usia Maksimum 65 Tahun 65 Tahun
Minimum 36 Juta/Tahun -
Penghasilan
Dokumen Karyawa | Dokter/Profesional | Pengusaha
yang n/TNI/Pol Lainnya
Diperlukan isi
Fotokopi KTP \ N \
Bukti o
Penghasilan* v v
Fotokopi Akte
Pendirian/ \
SIUP/TDP

*® Hasil wawancara dengan Heriayanda sebagai pegawai Bank BSI Syariah ,
pada tanggal 05 September 2023

“ Hasil wawancara dengan Heriayanda sebagai pegawai Bank BSI Syariah ,
pada tanggal 05 September 2023



38

Surat ljin J
Profesi
Fotokopi
NPWP** v v !

* Untuk Dokter/Profesional lainnya dapat berupa fotokopi

tabungan/ SPT dan untuk Pengusaha fotokopi rekening Koran 3

bulan terakhir/ SPT

** Untuk istri dapat menggunakan NPWP suami

Adapun beberapa jenis BSI Hasanah Card beserta limit yang
ditawarkan oleh Bank BSI Syariah untuk dapat digunakan oleh para
nasabah sesuai dengan kebutuhan, yaitu:>

Tabel 3.2
Jenis BSI Hasanah Card beserta Limit
Limit Classic Gold Platinum
Kartu
Kategori 1 Rp Rp 8,000,000 Rp. 40,000,000
4,000,000
Kategori 2 Rp Rp 10,000,000 | Rp 50,000,000
6,000,000
Kategori 3 - Rp 15,000,000 | Rp 75,000,000
Kategori 4 - Rp 20,000,000 | Rp 100,000,000
Kategori 5 - Rp 25,000,000 | >Rp 125,000,000
Rp 30,000,000 (max

%0 Hasil wawancara dengan Heriayanda sebagai pegawai Bank BSI Syariah,
pada tanggal 05 September 2023
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Rp900,000,000)

Dalam penggunaan BSI Hasanah Card ada beberapa batasan yang

harus diperhatikan antara lain:

1

Tidak dapat digunakan untuk transaksi yng tidak sesuai dengan

syariah.

Tidak mendorong pengeluaran yang berlebih (israf).

Pemegang BSI Hasanah Card harus memiliki kemampuan

finansial untuk melunasi pada waktunya.

Ada beberapa jenis akad yang digunakan dalam BSI Hasanah Card

antara lain:
1.

Akad Kafalah, BSI adalah penjamin bagi pemegang BSI

Hasanah Card.

Akad Qard, penerbit kartu adalah pemberi pinjaman kepada

pemegang kartu.

Akad ljarah, BSI adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan

pelayanan terhadap pemegang BSI Hasanah Card.

Tabel 3.3

Perbedaan antara kartu kredit konvensional dengan

BSI Hasanah Card °*

NO Ketentuan St K!’ed't BSI Hasanah Card
Konvensional
1 Dasar Hukum UU Perbankan UU Perbankan, UU
Perbankan Syariah,
Fatwa DSN
2 Privider MasterCard, Visa, MasterCard

%! Hasil wawancara dengan Heriayanda, sebagai pegawai Bank BSI Syariah,
pada tanggal 05 September 2023
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JCB
3 Perjanjian Berdasarkan Berdasarkan akad
Bunga kafalah(penjamin),
Qard(pemberi
pinjaman),
Ijarah(imbal jasa)
4 Ketentuan Tidak dibatasi | Tidak dapat digunakan
Penggunaan untuk transaksi yang
tidak sesuai seperti
diskotik, tempat judi,
bar, dan merchant non
halal lainnya
5 Pendapatan | Annual fee, bunga | Annual fee, monthly
bank atas transaksi, fee, merchant fee
merchant fee,
denda
keterlambatan,
denda
6 Cash collateral Tidak ada Adanya cash
diperlukan cash collateral 10% dari
collateral kredit limit untuk

kartu classic

C. Mekanisme Denda Keterlambatan pada Nasabah BSI Hasanah

Card

Denda merupakan salah satu jenis hukuman ta 'widh yang diartikan

ar-raddu wal-man’u, yang artinya menolak atau mencegah. Menurut

pendapat Fathi al-Duraini, guru besar fikih di Universitas Damaskus,

Suriah, mengemukakan definisi 7a 'widh adalah hukuman yang diserahkan

kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan kadarnya sesuai dengan
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kemaslahatan yang menghendaki dan tujuan syara’ dalam menetapkan
hukum, vyang ditetapkan pada seluruh bentuk maksiat, berupa
meninggalkan perbuatan yang wajib, atau mengerjakan perbuatan yang
dilarang, yang semuanya itu tidak termasuk dalam kategori hudud dan
kafarat, baik yang berhubungan dengan hak Allah SWT berupa gangguan
terhadap masyarakat umum, keamanan mereka, serta perundang-undangan
yang berlaku, maupun yang berkaitan dengan hak pribadi.>

Dalam praktiknya ketika nasabah terlambat dalam melakukan
pembayaran pinjaman sesuai dengan yang telah ditentukan dalam waktu
tertentu, maka pihak penerbit kartu akan mengenakan denda kepada
pemilik kartu atas keterlambatan dalam membayar. Adapun mayoritas
ulama dari empat mazhab berpendapat bahwa denda dalam bentuk uang
tidak boleh. Sedangkan yang membolehkannya adalah sebagian dari
mazhab Maliki, mazhab Syafi’i, dan sebagian mazhab Hambali seperti
Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Mereka berpendapat bahwa denda
keterlambatan berupa uang tidak boleh dalam transaksi perbankan, karena
hal tersebut termasuk kedalam riba yang dilarang Islam, karena didalam
Islam mengajarkan ketika peminjam mengalami kesusahan agar diberi
kelonggaran waktu dalam membayarnya.”®

Namun, jika ditinjau ulang tentang denda keterlambatan tersebut
bertujuan untuk mencegah nasabah dalam kelalaian atau menunda-nunda
dalam memenuhi kewajiban membayar utang padahal nasabah mampu
dalam melakukannya, sehingga pihak bank menjadi lebih tenang karena

tidak menimbulkan kerugian.

%2 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van
Hoeve, 2003), him. 1772

% Dian Khairani, Syariah Card Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah,
Tahkim, Vol XVI, No.1, Juni 2020, him. 114
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Terdapat perbedaan antara kartu kredit konvensional dan syariah
card dari segi biaya bunga. Nasabah kartu kredit bank konvensional
disebut sebagai peminjam uang, maka akan dikenakan bunga yang timbul
akibat peminjaman uang dengan tingkat bunga sesuai periode yang telah
ditentukan. Bunga dikenakan apabila pemegang kartu tidak melunasi
tagihan atau melakukan pembayaran minimum sebelum jatuh tempo, dan
terlambat membayar tagihan, dan bunga tersebut masuk kedalam dana
perusahaan. Sedangkan syariah card tidak dikenakan bunga, tetapi
dikenakan biaya penagihan (za 'widh) yang biaya tersebut akan menjadi
dana sosial bank.

Keterlambatan nasabah ketika membayar tagihan syariah card akan
dikenakan denda, maka denda tersebut tidak boleh dimasukkan kedalam
pendapatan bank melainkan harus diberikan sebagai dana sosial. Pihak
bank hanya boleh mengakui biaya penagihan (tza 'widh) yang nilainya
sesuai dengan kerugian yang terjadi akibat penagihan. Contohnya ketika
pihak bank menghubungi nasabah melalui sambungan telepon maupun
menjumpai langsung nasabah, maka biaya tersebut akan dibebankan
kepada nasabah sesuai dengan perjanjian awal antara pihak bank dengan
nasabah.>*

Berdasarkan ketentuan umum Fatwa Dewan Syariah Nasional
No0.17/DSN-MUI/IX/2000 hal 105-106 tentang sanksi atas nasabah yang

mampu yang menunda pembayaran, yaitu®:

> Hasil wawancara dengan Heriayanda sebagai pegawai Bank BSI Syariah,
pada tanggal 05 September 2023

> Nanda Octavindya, “Analisis Ta 'widh iB Hasanah Card Pada PT.BNI
Syariah Cabang Banda Aceh”, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Ar-
Raniry Banda Aceh, 2019
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1. Pengenaan sanksi dikenakan oleh lembaga keuangan syariah
kepada nasabah yang mampu membayar namun dengan sengaja
meunda pembayaran.

2. Sanksi tidak boleh dikenakan kepada nasabah yang tidak/belum
mampu membayar yang disebabkan force majeur™.

3. Bagi nasabah yang tidak memiliki kemauan dan 7 'tikad baik
untuk membayar utang dan/atau nasabah mampu yang
menunda-nunda pembayaran boleh dikenakan sanksi.

4. Sanksi dibuat bertujuan untuk meningkatkan disiplin nasabah
dalam memenuhi kewajibannya.

5. Sanksi yang dikenakan dapat berupa denda dalam bentuk
sejumlah uang berdasarkan kesepakatan.

6. Dana yang berasal dari denda ditujukan sebagai dana sosial
bukan sebagai pendapatan bank.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pegawai
Bank BSI yaitu Heriayanda bahwa “dalam BSI Hasanah Card tidak ada
yang namanya denda keterlambatan, yang ada adalah biaya ta 'widh (biaya
penagihan) yang dihitung berdasarkan jumlah hari tunggakan, misalnya
mulai dari 1 hari s.d 149 hari jumlah biaya penagihannya Rp 57.000,-
kemudian 150 hari s.d setelahnya jumlah biaya penagihannya Rp
150.000,-. Biaya tersebut berlaku untuk seluruh kartu, tunggakan dihitung
30 hari sejak tanggal terbit penagihan. Adapun mothly fee/ iuran bulanan
yang dikenakan sebesar 1,75% dari limit kartu yang jatuh tempo
pembayarannya setiap tanggal 3 dan tagihan pembayaran di kirim melalui
email nasabah oleh pihak Bank BSI setiap tanggal 13. Apabila nasabah
melakukan pembayaran tepat waktu/secara lunas maka nasabah akan

*® force majeur adalah keadaan memaksa (overmatch) yang menyebabkan
debitur gagal menjalankan kewajibannya kepada pihak kreditur karena kejadian di luar
kuasa mereka. Seperti terjadi bencana alam.
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mendapatkan reward berupa tidak dikenakan mothly fee. akan tetapi
apabila nasabah membayar secara menyicil maka dikenakan mothly fee >’
Berikut merupakan biaya Monthly Fee, Annual Fee, dan biaya
penagihan (Ta widh) berdasarkan jenis BSI Hasanah Card®®:
1. BSI Hasanah Card Classic

Tabel 3.4
Monthly Fee™
Limit Monthly Fee
Rp 4.000.000, - Rp 70,000,-
Rp 6.000.000, - Rp 105.000,-
Tabel 3.5
Annual Fee®
Kartu Utama Rp 120,000,-
Kartu Tambahan Rp 60,000,-
Tabel 3.6
Biaya Penagihan (Ta’widh)
Jumlah Hari Tunggakan Biaya
1 s/d 149 hari Rp 57.000,-
150 hari dan setelahnya Rp 150.000,-

* Hasil wawancara dengan Heriayanda sebagai pegawai Bank BSI Syariah,
pada tanggal 05 September 2023

> Hasil wawancara dengan Heriayanda sebagai pegawai Bank BSI Syariah, pada
tanggal 05 September 2023

> Monthly fee adalah iuran bulanan yang dihitung berdasarkan limit kartu

% Annual fee adalah iuran tahunan yang ditangguhkan oleh pihak penerbit kartu
kepada pemegang kartu



2. BSI Hasanah Card Gold

45

Tabel 3.7
Monthly Fee
Limit Monthly fee
Rp 8.000.000,- Rp 140.000,-
Rp 10.000.000,- Rp 175.000,-
Rp 15.000.000,- Rp 262,500,-
Rp 20.000.000,- Rp 350.000,-
Rp 25.000.000,- Rp 437.500,-
Rp 30.000.000,- Rp 525.000,-
Tabel 3.8
Annual Fee
Kartu Utama Rp 240.000,-
Kartu Tambahan Rp 120.000,-
Tabel 3.9
Biaya Penagihan (Ta’widh)
Jumlah Hari Tunggakan Biaya
1 s/d 149 hari Rp 57.000,-
150 hari dan setelahnya Rp 150.000,-
3. BSI Hasanah Card Platinum
Tabel 3.10
Monthly Fee
Limit Monthly Fee
Rp 40.000.000,- Rp 700.000,-
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Rp 50.000.000,- Rp 875.000,-
Rp 75.000.000,- Rp 1.312.000,-
Rp 100.000.000,- Rp 1.750.000,-
>Rp 125.000.000,- >2.187.000,-
(max Rp 15.750.000,-)
(max Rp 900.000.000,-)

Tabel 3.11
Annual Fee

Kartu Utama Rp 600.000,-

Kartu Tambahan Rp 300.000,-
Tabel 3.12

Biaya Penagihan (7Ta’widh)
Jumlah Hari Tunggakan Biaya
1 s/d 149 hari Rp 57.000,-
150 hari dan setelahnya Rp 150.000,-

Berdasarkan biaya ta 'widh diatas sesuai dengan kerugian riil yang
terjadi akibat penagihan yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah,
seperti biaya telpon, pengiriman email, kunjungan langsung pihak bank
kepada nasabah dan biaya lainnya. Penetuan biaya fa 'widh dilaksanakan
berdasarkan jumlah dari perkiraan biaya-biaya yang akan dikeluarkan
pihak bank untuk melakukan penagihan pada saat nasabah terlambat
membayar kewajiban tagihan.

Jika nasabah tidak mampu membayar dalam waktu yang telah
disepakati, maka pihak bank akan memblokir kartu tersebut, sehingga
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nasabah tidak dapat melakukan pembiayaan apapun kedepannya. Selain
dikenakannya biaya penagihan dan denda kepada nasabah yang telat
melakukan pembayaran, pihak bank juga akan memberikan sanksi lainnya
berupa dikeluarkannya collecbility slik (Sistem Layanan Informasi
Keuangan) OJK, yaitu nasabah akan dimasukkan kedalam nama daftar
hitam dan tidak akan bisa mengajukan pembiayaan lain untuk

kedepannya.®*

D. Analisis Terhadap Denda Keterlambatan Nasabah Pada BSI
Hasanah Card Sesuai Dengan Fatwa DSN-MUI

Secara umum, produk syariah card itu bolenh dan halal untuk
digunakan karena pada dasarnya dalil di dalam Al-Qur’an membolehkan
semua transaksi jual beli kecuali ada dalil yang benar-benar
mengharamkan transaksi tersebut. Dalam figh, syariah card/ BSI Hasanah
Card ini boleh digunakan selama mengikuti aturan-aturan yang tidak
bertentangan dengan prinsip muamalah atau jual beli dalam Islam.

Denda keterlambatan termasuk sebagai sanksi agar nasabah
melakukan pembayaran tagihan tepat waktu. Pemilik BSI Hasanah Card
harus yang memiliki ekonomi yang bagus dan terpercaya agar tidak
memberatkan diri dalam bertransaksi ketika adanya denda dalam
melakukan keterlambatan pembayaran.

Denda keterlambatan tersebut boleh asal telah disepakati kedua
belah pihak, antara nasabah dengan pihak bank penyedia syariah card
yaitu Bank Syariah Indonesia. Namun, hal tersebut memiliki persamaan
dengan konvensional, dimana konvensional juga memberlakukan denda

karena takut akan risiko, serta denda juga akibat kehilangan waktu. Denda

81 Hasil wawancara dengan Heriayanda sebagai pegawai Bank BSI Syariah,
pada tanggal 05 September 2023



48

pada syariah card dimaksudkan sebagai biaya tagihan atas ganti rugi pihak
bank dalam melakukan penagihan. Biaya penagihan tersebut boleh karena
tidak dijadikan sebagai pendapatan bank melainkan sebagai dana sosial
pihak bank.

Adapun yang membedakan Bank Syariah Indonesia dengan Bank
Konvensional yaitu Bank Syariah Indonesia akan langsung menoaktifkan
kartu kredit nasabah yang lalai dalam membayar cicilannya. Biaya
tadwidh itu tidak masuk sebagai pendapatan bank syariah dan diakui
sebagai dana sosial.®

Majelis Ulama Indonesia dalam musyawarah memutuskan
bahwasanya adanya ketentuan ta 'widh dan denda dalam syariah card.
Pertama, Ta’widh dalam hal ini yaitu penerbit Kartu dapat mengenakan
ta’'widh, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh
Penerbit Kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar
kewajibannya yang telah jatuh tempo. Kedua, Denda keterlambatan (late
charge), Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan
pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial. Maka
menurut hasil fatwa DSN MUI tersebut denda keterlambatan dalam
syariah card hukumnya boleh, karena seluruh dana pembayarannya akan
dijadikan sebagai dana sosial.

Hasil wawancara penulis dengan dengan salah satu pegawai Bank
BSI yaitu Heriayanda bahwa “penggunaan BSI Hasanah Card sesuai
tuntunan syariah yang maksudnya BSI Hasanah Card adalah kartu
pembiayaaan yang berfungsi seperti kartu kredit sesuai dengan prinsip
syariah dengan menggunakan akad kafalah, gard dan ijarah. Bahwasanya
ketiga akad tersebut sudah ada dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain

82 Ahmad Ilfham Solihin, Ini Lho Bank Syariah. (Jakarta Timur : PT Grafindo
Media Pratama, 2018), him 228
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dalam syariah card. BSI Hasanah Card tidak dapat digunakan di tempat
maksiat dan untuk pembelian produk-produk tidak halal seperti minuman
beralkohol, makanan mengandung daging babi, dan lain-lain”.%

Menurut hasil wawancara tersebut penulis menilai bahwa tidak
seharusnya suatu perbuatan muamalah menggunakan tiga akad sekaligus
dalam satu kartu, karena ketiga akad tersebut berbeda makna dan
kegunaannya. Akad kafalah adalah akad perjanjian yang diberikan oleh
penanggung (kafil) kepada pihak ketiga (makful lahu) untuk memenuhi
kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makful anhu, ashil),
sedangkan akad gard adalah akad yang digunakan untuk dapat melakukan
penarikan tunai dengan kartu BSI Hasanah Card, dan akad ijarah adalah
akad sewa menyewa dalam muamalah. Sehingga penulis melihat bahwa
syariah card tersebut lebih ke akad kafalah yaitu akad pinjam meminjam.

Narasumber yang penulis wawancarai juga mengatakan dasar
hukum yang digunakan BSI tentang denda keterlambatan nasabah sesuali
dengan Fatwa DSN MUI No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah
Card. Setelah Mejelis Ulama Indonesia menimbang bahwasanya:

1. Bahwa dalam rangka memberikan kemudahan, keamanan, dan
kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dan
penarikan tunai, Bank Syariah dipandang perlu menyediakan
sejenis kartu kredit, yaitu alat pembayaran dengan menggunakan
kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas
kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk
transaksi pembelanjaan dan atau untuk melakukan penarikan tunai,
di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dijamin dan
dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan

% Hasil wawancara dengan Heriayanda sebagai pegawai Bank BSI Syariah,
pada tanggal 05 September 2023
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pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban
pembayaran tersebut kepada penerbit pada waktu yang disepakati
secara angsuran;

bahwa Kartu Kredit yang ada menggunakan sistem bunga
(interest) sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah;

bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas kartu yang
sesuai syariah, DSN-MUI memandang perlu menetapkan
fatwatentang Syariah Card yang fungsinya seperti Kartu Kredit
untuk dijadikan pedoman.

Berdasarkan ketentuan umum Fatwa Dewan Syariah Nasional

No.17/DSN-MUI/IX/2000 hal 105-106 tentang sanksi atas nasabah yang

mampu yang menunda pembayaran, yaitu®:

1.

Pengenaan sanksi dikenakan oleh lembaga keuangan syariah
kepada nasabah yang mampu membayar namun dengan sengaja
meunda pembayaran.

Sanksi tidak boleh dikenakan kepada nasabah yang tidak/belum
mampu membayar yang disebabkan force majeur®.

Bagi nasabah yang tidak memiliki kemauan dan [ ’tikad baik
untuk membayar utang dan/atau nasabah mampu yang menunda-
nunda pembayaran boleh dikenakan sanksi.

Sanksi dibuat bertujuan untuk meningkatkan disiplin nasabah
dalam memenuhi kewajibannya.

Sanksi yang dikenakan dapat berupa denda dalam bentuk

sejumlah uang berdasarkan kesepakatan.

% Nanda Octavindya, “Analisis Ta 'widh iB Hasanah Card Pada PT.BNI

Syariah Cabang Banda Aceh”, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Ar-
Raniry Banda Aceh, 2019

® force majeur adalah keadaan memaksa (overmatch) yang menyebabkan

debitur gagal menjalankan kewajibannya kepada pihak kreditur karena kejadian di luar
kuasa mereka. Seperti terjadi bencana alam.
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6. Dana yang berasal dari denda ditujukan sebagai dana sosial
bukan sebagai pendapatan bank.

Fatwa Dewan Syariah Nasional yang membedakan antara sistem
ekonomi syariah dengan sistem ekonomi konvensional secara mendasar
terletak pada penerapan sanksi keterlambatan bayar pembiayaan. Bank
Konvensional menggunakan denda dalam bentuk bunga (riba), sedangkan
pada bank syariah penerapan sanksi berpedoman pada fatwa DSN-MUI
berupa pemberian biaya penagihan atau ta 'widh, yang kemudian biaya
tersebut tidak menjadi pemasukan bank melainkan menjadi dana sosial.
Dengan demikian denda terhadap penggunaan syariah card tidak termasuk
kedalam riba.

Selain menjelaskan tentang penggunaan syariah card, Fatwa DSN
MUI No: 54/DSN-MUI/X/2006 juga menjelaskan bahwa terdapat
ketentuan tentang batasan syariah card, seperti tidak adanya riba, tidak
melakukan pengeluaran yang berlebihan, tidak melakukan transaksi yang
bertentangan dengan syariah, serta pemilik kartu harus memiliki keuangan
yang bagus agar terhindar dari denda keterlambatan pembayaran.
Berdasarkan hasil penelitian penulis, terdapat beberapa kekurangan yang
yang mungkin tidak dapat dikontrol oleh pihak penerbit maupun
pemegang syariah card diantaranya penggunaan syariah card yang
berlebihan oleh pemegang kartu sehingga tidak dapat melakukan

pembayaran ketika telah jatuh tempo.



BAB EMPAT
PENUTUP
Pada bab ini penulis akan menghimpun keseluruhan data-data hasil

penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil
beberapa kesimpulan dengan saran yang diperoleh terhadap analisis

penelitian skripsi dengan pembahsan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Mekasisme denda keterlambatan terhadap nasabah dihitung
berdasarkan jumlah hari tunggakan, misalnya mulai dari 1 hari s.d
149 hari jumlah biaya penagihannya Rp 57.000,- kemudian 150 hari
s.d setelahnya jumlah biaya penagihannya Rp 150.000,-. Biaya
tersebut berlaku untuk seluruh kartu, tunggakan dihitung 30 hari
sejak tanggal terbit penagihan. Adapun mothly fee/ iuran bulanan
yang dikenakan sebesar 1,75% dari limit kartu yang jatuh tempo
pembayarannya setiap tanggal 3 dan tagihan pembayaran di kirim
melalui email nasabah oleh pihak Bank BSI setiap tanggal 13, maka
denda tersebut tidak boleh dimasukkan kedalam pendapatan bank
melainkan harus diberikan sebagai dana sosial. Secara keseluruhan
penetapan denda telah sesuai dengan ketentuan umum Fatwa Dewan
Syariah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000 hal 105-106 tentang
sanksi atas nasabah yang mampu yang menunda pembayaran.

2. Tinjauan denda keterlambatan pada nasabah BSI Hasanah Card
sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No0.54/DSN-
MUI/X/2006, dikarenakan denda tersebut menjadi biaya ta 'widh
yang dibebankan kepada nasabah yang melakukan keterlambatan

pembayaran. Biaya ta’widh tersebut tidak termasuk riba,
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dikarenakan tidak menjadi pemasukan bank melainkan menjadi

dana sosial.

B. Saran
Secara keseluruhan penerapan BSI Hasanah Card pada kantor BSI
cabang Jantho Sudirman telah sesuai dengan prinsip syariah. Penulis
menyakini bahwa produk BSI Hasanah Card ini merupakan innovasi yang
dibuat untuk memberikan kebaikan pada nasabah dalam memudahkan
melakukan transaksi non tunai yang tidak adanya unsur riba. Namun ada
beberapa yang saran harus diperhatikan kembali, sebagai berikut:
1. Untuk Perusahaan
a. Kepada pihak Bank BSI cabang Jantho Sudirman agar dapat
mencermati kembali ketentuan akad yang ada pada syariah card.
b. Kepada pihak Bank BSI cabang Jantho Sudirman agar lebih
memperjelas mekanisme pengenaan fa’'widh kepada nasabah,
khusunya terhadap transparansi biaya kerugian riil yang dialami
pihak bank.
2. Untuk Peneliti Selanjutnya
a. Penulis berharap kepada peneliti selanjutnya untuk dapat lebih
dalam mengkaji bagaimana bentuk transparansi pengelolaan
terhadap biaya ta 'widh sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.
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Tentang
SYARIAH CARD
oyl ey

P B

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), setelah

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan, keamanan, dan
kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dan
penarikan tunai, Bank Syariah dipandang perlu menyediakan
sejenis Kartu Kredit, yaitu alat pembayaran dengan
menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan
pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan
ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan atau untuk
melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran
pemegang kartu dijamin dan dipenuhi terlebih dahulu oleh
acquirer atau penerbit, dan pemegang Kartu berkewajiban
melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut kepada
penerbit pada waktu yang disepakati secara angsuran;

b. bahwa Kartu Kredit yang ada menggunakan sistem bunga
(interest) sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah;

c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas kartu yang
sesuai syariah, DSN-MUI memandang perlu pkan fatwa
tentang Syariah Card ( V! 43Uay ) yang fungsinya seperti
Kartu Kredit untuk dijadikan pedoman.

—

. Firman Allah s.w.t., antara lain:
a. QS. al-Ma-idah [5]:1:

AR T AR A I T R ST

A5G ST Gy 03 At ARl e 2 0SS
“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.
Dihalalkan bagimu bii g ternak, kecuali yang akan
dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak
menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan
haji. Sesungguhnya Allah  menetapkan — hukum-hukum
menurut yang dikehendaki-Nya."”

b. QS. al-Isra’ [17]: 34:

Mengingat




54 Syariah Card 2

SSe awmerdice b WaTe 6 o e caneiie
15330y el Ay (B Lo & u‘“‘ Y% ‘....J\ JU nE Y
N oS 25 0] (gl

“Dan j lah kamu dekati harta anak yatim, kecuali

dengan :ara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia
dewasa; dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti
diminta pertanggungan jawabnya."”

c. QS.Yusuf [12]: 72:
e iy i o a2l 20y G 3130 i G
“Penyeru-penyeru itu berseru: ‘Kami kehilangan piala
Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya,

akan peroleh bahan k (seberat) beban unta,
dan aku menjamin terhadapnya.’”

d. QS. al-Ma'idah [5]: 2:
S Y pra el g st T T AT s g 6
‘L'l:,:a‘,', o o Sz u,-:._u ‘-I;J\ g....ll o) .u)\dl ¥
o o5 O 5 0 Yy (it B i
iy s 3 5y 48 of i i

ool Sy 4 By ol ‘t;,l’,:_xﬁg (,..yt e

"Hai orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar
syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan
bulan-bulan  haram, jangan (mengganggu) binatang-
binatang hadyu, dan binatang-binatang qala’id, dan jangan
(pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi
Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan
dari Tuhannya; dan apabila kamu telah menyelesaikan
ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-
kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka
menghalang-halangi  kamu dari  Masjidilharam, men-
dorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-
menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa
dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah,
sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

e. QS. al-Furgan [25]: 67:

g b 5 5187y oy oy v o 1, 1) il

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta),

mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan

dalah (pembelanj itu) di tengah-tengah antara yang
demikian.”

f. QS. al-Isra’ [17]: 26-27:

Dewan Syariah Nasional — Majelis Ulama Indonesia
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2 2 Zie OO i e P e sovec o %op e
07y (bl o) ST LA of R DA Y.
S 4 ol
“..Dan  janganlah  kamu  menghambur-hamburkan
(hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-

pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan
itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”

2. QS. al-Qashash [28]: 26:

TP Sy o DA g o WO | LR LR

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai
ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada
kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang
kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang
kuat lagi dapat dipercaya.””

h. QS. al-Baqarah [2]: 275:
e ol A5 ol 205 G Y] 0405 Y O i il
5wl A Doy i B a6 g 2 L
U A Y (e D O T
Y G b B L a6 1y
"Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinyva orang yang kemasukan
syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka
yang demikian itu adalah disebabk ereka berkata
(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan
riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari
mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya
dahulu  (sebelum datang larangan); dan urusannya
(terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi
(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-
penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

i. QS.al-Nisa’ [4]: 29:
58 of 3 el oSz i Tl S T b @i g
Ny 25 01 A1 ) St 15U Y S alF o 5o

“Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling

kan harta dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-
suka di antara kamu. Dan janganlah kamu bunuh

dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.”

Dewan Syariah Nasional — Majelis Ulama Indonesia
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j. QS. al-Bagarah [2]: 282:
e AR PR BN I L e BV K
“Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak

secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara
tertulis...”.

k. QS. al-Baqarah [2]: 280:
5 Dy oK S T Oy it ) S 608 95 0 Dy

o i
“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran,
maka berilah tangguh pai dia berkelapang Dan
menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik
bagimu, jika kamu mengetahui.”

2. Hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

a. Hadis Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf
al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:
i B 5 e g Gl Yy et oY s plai

L B 5 e 2 (‘1’ L0 V) ey o 0;1134“3

“Shulh (penyelesai lalui musyawarah untuk
mufakat) boleh dilakukan “di antara kaum muslimin kecuali
shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-
syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang
halal ataw menghalalkan yang haram.”

b. Hadis Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daraquthni, dan
yang lain, dari Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

J 5
“Tidak boleh bahayakan/merugikan (orang lain) dan

tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya.”™
c¢. Hadis Nabi riwayat Bukhari dari Salamah bin al-Akwa’:
. . e - W s 5. 4 i s o e e . 5 -
J.’b E[) ‘\;J}— ;;1:4.5 o3l k};“r‘l"', 4]\) PWE :Nul.a 9.,3| [)l‘
P G s gl e Lo Y 6 905 e oo
T . . s S 3% . - . B e
358 1 J6 (oSl L s 106 i 2136 805 5
PN - I U R
“Telah dihadapk kepada Rasulullah s.a.w. jenazah
seorang laki-laki untuk dnlxalalkan Rasulullah bertanya,
‘Apakah ia  mempunyai utang?' Sahabat menjawab,
‘Tidak’. Maka, beliau latkannya. Kemudian dihadap-
kan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, ‘Apakah ia

mempunyai utang?’ Mereka menjawab, ‘Ya'. Rasulullah
berkata, ‘Shalatkanlah temanmu itu’ (beliau sendiri tidak
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mau menshalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, ‘Saya
menjamin utangnya, ya Rasulullah’. Maka Rasulullah pun
menshalatkan jenazah tersebut.”

d. Hadis Nabi riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibn Hibban dari
Abu Umamah al-Bahili, Anas bin Malik, dan Abdullah bin
Abbas, Nabi s.a.w. bersabda:

£
‘Za'im (penjamin) adalah gharim (orang yang menang-
gung utang).”

e. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ad-Daruquthni
dari Sa’d Ibn Abi Wagqash (teks Abu Dawud), ia berkata:

e s A Uy ¢330 G 105 o 1 ST e K&
G ofualy o L oy B o (e B 525 0gs

o Y el
“Dulu kami menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil
pertanian yang tumbuh di pinggir selokan dan yang tumbuh
di bagian yang dialiri air; maka, Rasulullah melarang kami

melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami
menyewakannya dengan emas atau perak.”

f. Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu

Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:
ettt &

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah
upahnya.”

g. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w.
bersabda:
PR o 22 ol S T
e S A W 5 BN OIS G AS L R 25

e 1 2 fu 1 95 1 gt i o8

“Orang yang melepaskan seorang lim dari kesulitannya
di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari
kiamat; dan Allah se long hamba-Nya sel.

ia (suka) menolong saudaranya”

h. Hadis Nabi riwayat Jama'ah, (Bukhari dari Abu Hurairah,
Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan
Ibnu Umar, Nasa'i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu
Hurairah, Ibnu Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar,
Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, Malik dari Abu
Hurairah, dan Darami dari Abu Hurairah), Nabi s.a.w.

bersabda:
ERNCREN
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“...Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh
orang mampu adalah suatu kezaliman...”

i. Hadis Nabi riwayat Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan
Ahmad dari Syuraid bin Suwaid, Nabi s.a.w. bersabda:
Bt 000 ¥ o
iy i )
“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang
mampu, menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi
kepadanya.”
j. Hadis Nabi riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w.

bersabda:
ol (LS (575 )
“Orang vang terbaik di antara kamu adalah orang yang
paling baik dalam pembayaran utangnya.”
3. Kaidah Fikih; antara lain:
a. Kaidah:
i e
“Pada dasarnya, semua bentuk lah boleh dilakuk

kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”
b. Kaidah:

. *

of ) B0yl el g a8

“Kesulitan dapat menarik kemudahan.” ' f
c. Kaidah:
el 07 o5
“Keperluan dapat menduduki p(:.sisi darura;. "
d. Kaidah:
g S
“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama
dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ (selama

tidak bertentangan dengan syariat).”
e. Kaidah:

cu:n;J\ L TR T

“Menghindarkan kerusakan (kerugian) harus didahulukan
. T "

(dipriz:' kan) atas datang lal
Memperhatikan : 1. Pendapat fugaha’; antara lain:
a. Imam al-Dimyathi dalam kitab /’anah al-Thalibin, jilid TII,
h. 77-78:

a3l 206 O Bls) L (B3 i Ll W V)
' . IO AT D TS T ey A

Cil‘“‘l{ pAE 3y .:;_g’l.. = Y als &= Pt c\.g;:LA L’;‘) el.:

ey G G 038 o i 08 o e S
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“(Tidak sah akad penjaminan [dhaman] terhadap sesuatu
[hak] yang akan terjadi [muncul], seperti piutang dari akad
qardh) yang akan dilakukan.... Misalnya ia berkata:
‘Berilah orang ini wutang sebanyak seratus dan aku
menjaminnya.’ Penjaminan tersebut tidak sah, karena
piutang orang itu belum terjadi (muncul).
Dalam pasal tentang gardh, pensyarah telah menuturkan
masalah ini --penjaminan terhadap suatu hak (piutang) yang
belum terjadi -- dan menyatakan bahwa ia sah menjadi
penjamin. Redaksi dalam pasal tersebut adalah sebagai
berikut: ‘Seandainya seseorang berkata, Berilah orang ini
utang sebanyak seratus... dan aku menjaminnya. Kemudian
orang yang diajak bicara memberikan utang kepada orang
dimaksud sebanyak seratus atau sebagiannya, maka orang
(yang memerintahkan) tersebut adalah penjamin menurut
pendapat yang paling kuat (a@wjah).” Dengan demikian,
pernyataan pensyarah di sini (dalam pasal tentang dhaman)
yang menyatakan dhaman (terhadap suatu hak yang akan
muncul [terjadi]) itu tidak sah bertentangan dengan
pernyataannya sendiri dalam pasal tentang gardh di atas
yang menegaskan bahwa hal tersebut adalah (sah sebagai)

dhaman.”

b. Khatib Syarbaini dalam Kitab Mughni al-Muhtaj, jilid 111, h.
202:
Jo (@l B @) S Ay ke o BA)

G 0Ll il 25y, Lomi o G DR feai 36 et
<) SRR . 5. B i
“(Hal yang dijamin) yaitu piutang (disyaratkan harus berupa
hak yang telah terjadi) pada saat akad. Oleh karena itu,
tidak sah menjamin piutang yang belum terjadi ... (Qaul
qgadim --Imam al-Syafi’i-- menyatakan sah penjaminan
terhadap piutang yang akan terjadi), seperti harga barang
yang akan dijual atau yang akan diutangkan. Hal itu
karena hajat --kebutuhan orang-- terkadang mendorong
adanya penjaminan tersebut.”
c. As-Syirazi dalam kitab al-Muhadzdzab, juz I, Kitab al-
Tjarah, h. 394:

C““J‘ qu S, 4>L..n Cf‘:‘j' £ 5‘).;}1' 05 S
of Loy oW e t"‘ 2 G OBY | eiis

e .

.C;u\.f'.h e 5’,&}\ Aie e
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“Boleh melakukan akad ijarah (sewa menyewa) atas
manfaat yang dibolehkan... karena keperluan terhadap
manfaat sama dengan keperluan terhadap benda. Manakala
akad jual beli atas benda dibolehkan, maka sudah
seharusnya dibolehkan pula akad ijarah atas manfaat.”

d. Sayyid Sabiq dalam kitab Figh al-Sunnah, jilid 4, h. 221-
222:

G G @ 2 o July A,

“Kafalah (jaminan) harta yaitu kafil (penjamin) berkewajib-
an memberikan jaminan dalam bentuk harta.”

e. Mushthafa ‘*Abdullah al-Hamsyari sebagaimana dikutip

oleh Syaikh *Athiyah Shaqr, dalam kitab Ahsan al-Kalam fi
al-Fatawa wa al-Ahkam, jilid 5, h. 542-543:

C;:” LAl a e s LA Bl cnisyi b
GG o B el 234 e 520 B 4 el
A G Sy P b O B SR 25 e
Ay KO A i ] i ety A T
WAy & 05 Gl o S B e S be
A B sl 08 il o 36 @Sy
st i s f

G0 265 A (e Ty ol et 22 L300
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By atady) Uy D B i g 23
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“Letter of Credit (L/C) yang berisi ketetapan bahwa bank
berjanji kepada eksportir untuk membayar hak-haknya
(eksportir) atas importir adalah boleh. Upah yang diterima
oleh bank sebagai imbalan atas penerbitan L/C adalah
boleh. Hukum “boleh™ ini oleh Muhsthafa al-Hamsyari
didasarkan pada karakteristik muamalah L/C tersebut yang
berkisar pada akad wakalah, hawalah dan dhaman

(kafalah). Wakalah dengan imbalan (fee) tidak haram;
demikian juga (tidak haram) hawalah dengan imbalan.

Adapun dhaman (kafalah) dengan imbalan oleh Musthafa
al-Hamsyari disandarkan pada imbalan atas jasa jah
(dignity, kewibawaan) yang menurut mazhab Syafi'i,
hukumnya boleh (jawaz) walaupun menurut beberapa

Dewan Syariah Nasional — Majelis Ulama Indonesia



54 Syariah Card 9

Menetapkan
Pertama

W

o

pendapat yang lain hukumnya haram atau makruh.
Musthafa al-Hamsyari juga menyandarkan dhaman
(kafalah) dengan imbalan pada ju'alah yang dibolehkan
oleh madzhab Syafi’i.

Mushthafa ‘Abdullah al-Hamsyari juga berpendapat tentang
bank garansi dan berbagai jenisnya. Bank garansi adalah
dokumen yang diberikan oleh bank --atas permohonan
nasabahnya-- yang berisi jaminan bank bahwa bank akan
memenuhi Kewajiban-kewajiban  nasabahnya terhadap
rekanan nasabah. Musthafa menyatakan bahwa bank garansi
hukumnya boleh. Bank garansi tersebut oleh Musthafa
disejajarkan dengan wakalah atau kafalah; dan kedua akad
ini hukumnya boleh. Demikian juga pengambilan imbalan
(fee) atas kedua akad itu tidak diharamkan.

. Keputusan Hai’ah al-Muhasabah wa al-Muraja’ah li-al-

Mu’assasah al-Maliyah al-Islamiyah, Bahrain, al-Ma’ayir al-
Syar'iyah Mei 2004: al-Mi'yar al-Syar’i, nomor 2 tentang
Bithagah al-Hasm wa Bithagah al-1'timan.

. Fatwa-fatwa DSN-MUI :

a. Fatwa DSN No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan

b.
o

d.
e.

Tjarah

Fatwa DSN No.11/DSN-MUV/IV/2000 tentang Kafalah
Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas
Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran
Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh;
Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ta'widh

Surat-surat permohonan fatwa perihal kartu kredit yang sesuai

[il

a
b
[

engan prinsip syariah dari bank-bank syariah, antara lain dari:
. Bank Danamon Syariah;

. Bank BNI Syariah; dan

. Bank HSBC Syariah.

. Hasil Workshop DSN-MUI bekerjasama dengan DPbS-BI, dan

Bank Danamon Syariah yang diikuti pula oleh beberapa bank
Syariah, di Ciawi Bogor, pada Mei 2005.
Pendapat Rapat Pleno pada hari Rabu, 18 Ramadhan 1427 H /

1 Oktober 2006.

MEMUTUSKAN

FATWA TENTANG SYARIAH CARD
Ketentuan Umum
Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

a.

Syariah Card adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu
Kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang
sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah
sebagaimana diatur dalam fatwa ini.

Para pihak sebagaimana dimaksud dalam butir a adalah pihak
penerbit kartu (mushdir al-bithagah), p g kartu (hamil
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al-bithagah) dan penerima Kartu (merchant, tajir atau gabil
al-bithagah).

c. Membership Fee (rusum al-'udhwivah) adalah iuran
keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari
pemegang Kartu, sebagai imbalan izin menggunakan kartu
yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan.

d. Merchant Fee adalah fee yang diberikan oleh merchant
kepada penerbit kartu sehubungan dengan transaksi yang
menggunakan kartu sebagai upah/imbalan (ujrah) atas jasa
perantara (samsarah), pemasaran (taswiq) dan penagihan
(tahsil al-dayn);

e. Fee Penarikan Uang Tunai adalah fee atas penggunaan
fasilitas untuk penarikan vang tunai (rusum sahb al-nuqud).

f. Ta'widh adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang
dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan
pemegang Kartu dalam membayar kewajibannya yang telah
jatuh tempo.

g. Denda keterlambatan (late charge) adalah denda akibat
keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui
seluruhnya sebagai dana sosial.

Kedua : Hukum

Syariah Card dibolehkan, dengan ketentuan sebagaimana diatur
dalam fatwa ini.

Ketiga : Ketentuan Akad

Akad yang digunakan dalam Syariah Card adalah

a. Kafalah; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penjamin (kafil)
bagi Pemegang Kartu terhadap Merchant atas semua
kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari transaksi antara
Pemegang Kartu dengan Merchant, dan/atau penarikan tunai
dari selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas
pemberian Kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (ujrah
kafalah).

b. Qardh; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman
(mugridh) kepada Pemegang Kartu (mugtaridh) melalui
penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu.

¢. ljarah; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia jasa
sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu.
Atas ljarah ini, Pemegang Kartu dikenakan membership fee.

Keempat :  Ketentuan tentang Batasan (Dhawabith wa Hudud) Syariah Card
a. Tidak menimbulkan riba.
b. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan
syariah.
c. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (israf),
dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal
pembelanjaan.

d. Pemegang Kkartu utama harus memiliki kemampuan finansial
untuk melunasi pada waktunya.
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e. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah
Kelima : Ketentuan Fee

a. luran keanggotaan (membership fee)

Penerbit Kartu berhak menerima iuran keanggotaan (rusum
al-"udhwiyah) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari
pemegang Kartu sebagai imbalan (ujrah) atas izin
penggunaan fasilitas kartu.

b. Merchant fee
Penerbit Kartu boleh menerima fee yang diambil dari harga
objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (ujrah)
atas perantara (samsarah), pemasaran (taswig) dan
penagihan (tahsil al-dayn).

¢. Fee penarikan uang tunai
Penerbit kartu boleh menerima fee penarikan uang tunai
(rusum sahb al-nuqud) sebagai fee atas pelayanan dan
penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan
jumlah penarikan.

d. Fee Kafalah
Penerbit kartu boleh menerima fee dari Pemegang Kartu atas
pemberian Kafalah.

e. Semua bentuk fee tersebut di atas (a s-d d) harus ditetapkan
pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali
untuk merchant fee.

Keenam . Ketentuan Ta’widh dan Denda

a. Ta'widh
Penerbit Kartu dapat mengenakan fa'widh, yaitu ganti rugi
terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penerbit Kartu
akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar
kewajibannya yang telah jatuh tempo.

b. Denda keterlambatan (late charge)

Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan
pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.
Ketujuh . Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau
jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka
penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase
Syariah atau melalui Pengadilan Agama setelah tidak tercapai
kesepakatan melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan
diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 18 Ramadhan 1427 H
11 Oktober 2006 M
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Lampiran 5: Brosur Produk BSI Hasanah Card







Lampiran 6: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Analisis Fatwa DSN-MUI Terhadap Denda

Keterlambatan Pada Nasabah BS| Hasanah
Card (Studi Pada Bank BSI Syariah KCP

Jantho Sudirman)

Waktu Wawancara : Pukul 14:00-15:00 WIB
Hari/ Tanggal : Selasa/ 05September 2023
Tempat : Bank BSI

Orang yang diwawancarai : Karyawan Bank BSI

Tujuan dari wawancara ini yaitu untuk syarat dalam penyusunan skripsi,

Adapun beberapa pertanyaan untuk menemukan jawaban dari hasil penelitian,

penulis mengajukan beberapa pertanyaan terhadap objek yang diteliti sebagai

berikut:
Daftar Pertanyaan Wawancara
NO Pertanyaan
1 | Bagaimana perkembangan produk BSI Hasanah Card
2 | Apa saja persyaratan untuk melakukan pengajuan BSI Hasanah Card
3 | Apa saja jenis BSI Hasanah Card
4 | Akad apa saja yang digunakan dalam BSI Hasanah Card
5 | Bagaimanakah proses dan praktik akad tersebut
6 | Apadasar hukum yang digunakan BSI tentang denda keterlambatan nasabah




7 | Bagaiamanakah strategi pemasaran produk BSI Hasanah Card

8 | Apa dasar hukum yang digunakan BSI tentang denda keterlambatan nasabah

9 | Bagaimanakah perincian mengenai biaya bulanan didalam produk BSI
Hasanah Card

10 | Jika nasabah melakukan pembayaran tepat waktu, apakah pihak BSI
memberikan reward kepada nasabah

11 | Bagaiamana bentuk denda keterlambatan pihak bank kepada nasabah yang
telat melakukan pembayaran

12 | Berapakah jumlah denda yang pihak bank berikan kepada nasabah yang telat
bayar

13 | Apabila dalam waktu yang telah disepakati antara pihak nasabah dengan
bank, nasabah tidak mampu membayar, apa saja sanksi dan solusi yang
diberikan pihak Bank BSI Syariah

14 | Jika denda keterlambatan tidak dibayar, apakah ada sanksi tambahan bagi

nasabah




Lampiran 7: Bukti Dokumentasi Wawancara

Wawancara bersama Heriyanda, Pegawai Bank Syariah Indonesia



